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ABSTRAK 
 
ASTRI EKA ARISTY,  B11109370, ESENSI  UTANG DALAM PUTUSAN 
KEPAILITAN PADA PT. GORONTALO WISATA MANDIRI (Studi Kasus 
Putusan No: 209/K/Pdt/2011), Dibawah bimbingan , Prof. Dr. Badriyah 
Rifai, S.H., selaku pembimbing I dan Dr. Oky D. Burhamzah S.H., M.H., 
selaku pembimbing II. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan prinsip 
utang dalam peradilan terhadap kasus kepailitan pada PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri dikaitkan dengan UU No.37 Tahun 2004 UUK-PKPU dan 
Untuk mengetahui serta menganalisis putusan Mahkamah Agung tentang 
penyelesaian utang dalam perkara kepailitan pada PT. Gorontalo Wisata 
Mandiri dikaitkan dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 UUK-PKPU. 
Hasil analisis kasus menunjukkan bahwa terhadap fakta dan undang-
undang menunjukkan permasalahan, yakni terjadi inkonsisten dalam 
penerapan esensi utang dalam peradilan yang tidak sesuai dengan apa 
yang telah diatur dalam Undang-undang Baru. Pengertian Utang dalam 
UUKPKPU telah diberi pengertian secara jelas dan luas, yaitu utang 
tersebut tidak hanya berupa kewajiban yang timbul dari perjanjian, 
melainkan juga kewajiban-kewajiban lain yang menimbulkan kewajiban 
untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sehingga 
penerapan prinsip utang dalam peradilan seharusnya dapat bertolak dari 
pasal 1 angka 6 UUKPKPU Tahun 2007. 
Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap   tidak sesuai dengan 
UUK PKPU dimana definisi utang menurut yurisprudensi tersebut diartikan 
secara sempit dan bertolak dari penerapan undang-undang No.37 tahun 
2004 tentang UUKPKU sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (6) . 
  
ii 
KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang atas 
limpahan karunia-Nya  sehingga penulis dapat merampungkan 
penyusunan skripsi ini  yang berjudul “Esensi Utang Dalam Putusan 
Pengadilan Pada PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Studi Kasus Putusan 
No. 209/K/Pdt/2011)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan tugas akhir pada jenjang Studi Satu (S1) pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, penulis menyadari 
masih banyak kekurangan-kekurangan karena keterbatasan ilmu 
pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Sebab itu, segala 
bentuk saran ataupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa penulis 
harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam 
menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada kedua orang tua penulis 
yakni kepada ayahanda Drs. Muh. Aris dan ibunda Suriati yang tanpa 
pamrih selalu menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terima kasih pula penulis hanturkan kepada: 
1. Bapak Prof. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta jajarannya. 
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Dr. Oky D. Burhamzah S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam 
penyusunan skripsi. 
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Maralang S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. 
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BAB I 
   PENDAHULUAN  
 
1. Latar belakang 
Semakin berkembangnya zaman maka semakin tinggi tingkat 
problematika sosial yang terjadi. Di zaman yang semakin berkembang bukan 
hanya masalah hukum yang menjadi masalah kompleks untuk dihadapi tetapi 
masalah ekonomi menjadi suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan. 
Bertolak pada masalah ekonomi maka seseorang dituntut untuk dapat kreatif 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pada saat ini tak heran bila 
banyak bermunculan pelaku-pelaku baru dalam dunia bisnis baik dalam 
bentuk perseorangan (natural person) ataupun badan hukum (legal entity).  
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 
dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan 
pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam 
perkembangannya tersedianya dana dan sumber dana merupakan faktor 
yang paling dominan sebagai motor penggerak kegiatan usaha. Setiap 
organisasi ekonomi dalam bentuk apapun dan dalam skala apapun selalu 
membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan usahanya dapat berjalan 
sesuai perencanaan. Kebutuhan dana tersebut adakalanya dapat dipenuhi 
2 
 
sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan tetapi adakalanya pula 
tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan dari pihak lain 
yang bersedia menyediakan dana (secara eksternal) sesuai dengan tingkat 
kebutuhan dengan cara meminjam kepada pihak lain atau dengan kata lain 
“berutang” . 
Utang dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang biasa 
dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam bentuk perorangan maupun 
perusahaan. Pelaku usaha yang masih mampu membayar kembali utangnya 
biasa disebut pelaku usaha yang masih “solvable” sedangkan pelaku usaha 
yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya disebut juga dengan 
pelaku usaha “insolvable”.1 Pelaku usaha yang sudah tidak mampu 
membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo atau dengan kata lain 
berada dalam keadaan berhenti membayar dapat saja menjadi cikal bakal 
munculnya kepailitan.  
Kepailitan itu sendiri merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak 
mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang 
dari pada kreditornya. Oleh sebab itu maka lembaga kepailitan diharapkan 
dapat berfungsi secara proporsional dalam menyelesaikan masalah utang 
piutang atau memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor 
                                                             
1 Maria Regina fika. Tesis “Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan”. 
Universitas Diponegoro Semarang.2007 hal 2 
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dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Pengaturan 
Kepailitan itu sendiri sudah ada sejak lahirnya Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang (KUHD) di buku III yang berjudul “van de voorzieningen in geval van 
onvermogen van kooplieden” tentang peraturan ketidakmampuan pedagang 
yang kemudian diubah dengan berlakunya “Verordening op het Faillisment en 
suerceance van Betalig voor de Eropean in Indonesia” sebagaimana dimuat 
dalam Staatblaads 1905 No.217 jo. Staatblads 1906 No.384 
Faillissmentsverordening.2 Namun seiring berjalannya waktu maka 
pengaturan tersebut kemudian digantikan dengan Undang-undang Kepailitan 
No.4 Tahun 1998. 
Dalam UUK No.4 Tahun 1998 terdapat  pendefinisian utang yang 
merupakan salah satu unsur penting dalam terjadinya kepailitan. Namun, 
pendefinisian utang dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara jelas 
tentang apa yang dimaksudkan utang dalam arti yang sebenarnya. Oleh 
sebab itu, banyak terjadi perselisihan pendapat mengenai penjabaran utang 
dalam peradilan. 
Beberapa hakim menilai bahwa utang bukan hanya yang timbul dari 
konstruksi hukum pinjam meminjam uang, melainkan berdasarkan perikatan 
yang timbul baik karena perjanjian maupun undang-undang yang dapat dinilai 
dengan sejumlah uang tertentu, salah satu contoh dalam putusan Peninjauan 
                                                             
2
 Kartini Mulyadi “Perubahan Faillissmentsverordening dan perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No.4 Tahun 1998 
tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 1998 tentang perubahan UU Kepailitan Menjadi UU”.Makalah seminar 
Hukum Bisnis di Indonesia.Jakarta.23 juli 2003. 
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Kembali Nomor 19.PK/N/1999 tanggal 18 oktober 1999 dalam kasus Helena 
Melinda Melawan PT. Intercon Enterprises3 Majelis PK berpendapat bahwa 
yang menjadi dasar permohonan pailit disini adalah jual beli tanah yang 
uangnya telah dibayar lunas oleh pembeli namun penjual tidak menyerahkan 
tanahnya kepada pembeli maka dari itu merupakan utang dari penjual 
kepada pembeli.  
Pengertian utang disini yaitu baik yang timbul karena undang-undang 
ataupun timbul dari perikatan dimana mencakup segala bentuk kewajiban 
debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Majelis PK juga 
berpendapat bahwa asal usul utang dalam suatu perkara kepailitan tidak 
harus berasal dari suatu perjanjian utang-piutang saja. Pengertian utang 
yang demikian mengindikasikan cakupan yang luas.   
Lain halnya putusan Peninjauan Kembali Nomor 05.PK/N/1999 
tanggal 14 mei 1999 pada kasus Sumaeni cs Melawan PT. Jawa Barat 
Indah4 dalam putusannya Majelis PK berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan utang adalah utang pokok dan atau bunganya. Dimana utang yang 
timbul dari pemenuhan prestasi suatu perikatan tidak dapat dikatakan 
sebagai utang. 
                                                             
3  Hadi Shubhan. “Hukum kepailitan pada Prinsip,Norma,dan Praktik di Peradilan”Cet ke-
2.2009.Kencana.hal 281 
4 Ibid hal 285 
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Dengan adanya terminologi utang pokok atau bunganya memberikan 
batasan bahwa yang dimaksud dengan utang disini adalah dalam kaitannya 
dengan hubungan hukum-pinjam meminjam uang atau kewajiaban  untuk 
membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari bentuk 
perikatan. Hal ini memberikan cakupan dalam  arti sempit. 
Konstruksi pemikiran pada kasus kedua membawa kita pada pola 
pemikiran bahwa yang dikatakan utang merupakan perjanjian pinjam-
meminjam saja yang objeknya adalah uang ataupun perjanjian yang dapat 
dinyatakan dengan sejumlah uang. Dari kedua kasus diatas pengertian utang 
menimbulkan problematik dan debat yuridis sehingga memberikan peluang 
untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidak pastian hukum.Ironisnya 
Pengertian utang kemudian ditentukan oleh hakim mana yang memutus 
perkara kepailitan masing-masing kasus. 
 
Bertolak dari kedua contoh kasus diatas, UUK No.4 Tahun 1998 
kemudian  digantikan dengan UUK-PKPU (Undang-undang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)  No.37 Tahun 2004. Dalam UUK-
PKPU No.37 Tahun 2004 telah diberikan penjabaran pengertian utang secara 
tegas dan jelas. Pengertian dari utang itu sendiri terdapat pada Pasal 1 ayat 
(6) UUK-PKPU yang mana disebutkan bahwa utang merupakan kewajiban 
yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata 
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uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik  secara langsung 
maupun yang akan timbul dikemudian hari secara kontinjen yang timbul 
karena perjanjian atau undang-undangyang wajib dipenuhi debitor dan bila 
tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhan dari 
harta kekayaan Debitor. 
Dengan digantikannya UUK No.4 Tahun 1998 oleh UUKPKPU No.37 
Tahun 2004 seharusnya tidak menimbulkan keresahan kembali terhadap 
terjadinya debat yuridis mengenai pengertian utang, dikarenakan pengertian 
utang telah jelas disebutkan pada Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU. Namun, pada 
tahun 2011 kembali terjadi inkonsistensi dalam peradilan sebagaimana yang 
kasus yang terkuak pada tahun 1999.  
Pada kasus ini silang pendapat tentang pendefinisian utang  terdapat 
pada hakim yang memutus perkara di dua tingkat peradilan yang berbeda.  
yakni perkara Kepailitan pada PT. Gorontalo wisata mandiri melawan 
PT.Hulantalo Fajar Timur dan PT.Arga Prasetya.   
Dalam kasus ini PT. Gorontalo wisata mandiri selaku termohon pailit 
merupakan pemilik asset dari Hotel Quality Gorontalo sedangkan PT. 
Hulantalo Fajar Timur dan PT. Arga Prasetya selaku pemohon pailit 
merupakan kontraktor yang ditunjuk berdasarkan surat perjanjian 
pemborongan dari termohon. PT. Hulanatalo Fajar Timur berkewajiban dalam 
“pengadaan dan pemasangan fixture furnitureinterior” gedung Quality Hotel 
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Gorontalo dengan biaya sebesar Rp. 4.462.664.000,- serta untuk jenis 
pekerjaan“arsitek, Interior dan tapak luar gedung” Quality Hotel Gorontalo 
dengan biaya sebesar Rp.7.337.096.000,-. sedangkan PT.Arga Prasetya 
dalam surat perjanjian pemborongan dengan jenis pekerjaan pengadaan dan 
pemasangan instalasi mekanikal dan elektrikal Proyek Quality Hotel 
Gorontanlo dengan biaya sebesar Rp.4.400.000.000,-. Seluruh pekerjaan 
berdasarkan kontrak telah diselesaikan oleh kedua perusahaan tersebut 
diatas dalam hal ini PT. Hulantalo Fajar Timur dan PT.Arga Prasetya yang 
dibuktikan berdasarkan berita acara serah. Namun Terhadap sisa kewajiban 
membayar PT.Gorontalo Wisata Mandiri sampai pada utang tersebut jatuh 
tempo, PT. Gorontalao Fajar Timur belum juga membayar kewajibannya. 
Oleh karena hal tersebut  maka PT.Gorontalo Fajar Timur dimohonkan pailit 
oleh kedua kreditornya. Dalam hal ini pada tahap Pengadilan Niaga 
memutuskan pailit bahwa apa yang ditafsirkan disini dalam hal pemborongan 
kerja merupakan suatau utang yang harus dipenuhi oleh Termohon. 
Sedangkan pada tingkat  Kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuatu 
yang berawal dari kontrak pemborongan kerja bukanlah suatu utang 
sehingga pengadilan niaga tidak berkompeten dalam pemeriksaan kepailitan. 
Dan utang hanyalah sebatas pada perjanjian utang piutang. 
Dalam hal ini jelas bahwa terjadi  perselisihan fakta hukum penjabaran 
pengertiaan utang sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 
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Bertolak dari kasus tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang 
penafsiran utang dalam penerapannya dipengadilan sesuai dengan fakta-
fakta yang terungkap dalam pengadilan. 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan yang telah penulis uraikan, dirumuskan berbagai 
masalah hukum yakni : 
1. Bagaimana penerapan prinsip utang dalam peradilan terhadap 
kasus kepailitan pada PT. Gorontalo Wisata Mandiri dikaitkan 
dengan UU No.37 Tahun 2004 UUK-PKPU? 
2. Apakah putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian utang 
dalam perkara kepailitan pada PT. Gorontalo Wisata Mandiri sudah 
sesuai dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 UUK-PKPU? 
 
3. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui penerapan prinsip utang dalam peradilan terhadap 
kasus kepailitan pada PT. Gorontalo Wisata Mandiri dikaitkan dengan 
UU No.37 Tahun 2004 UUK-PKPU 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Agung 
tentang penyelesaian utang dalam perkara kepailitan pada PT. 
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Gorontalo Wisata Mandiri dikaitkan dengan Undang-Undang No.37 
Tahun 2004 UUK-PKPU 
 
4. Kegunaan Penelitian 
1. Diharapkan dapat memberikan manfaat, bahan referensi, dan sumber 
informasi bagi pembaca dalam kalangan akademis khususnya 
mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan ilmu hukum 
kepailitan pada khususnya. 
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca dan 
memberikan sumbangan pemikiran mengenai kepailitan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Kepailitan 
1. Pengertian Kepailitan  
Secara terminologi kepailitan bukanlah sesuatu hal yang baru untuk 
dunia pelaku usaha, hanya saja yang menjadi problematika sering kali 
kepailitan dimaknai secara umum dan tidak tepat yakni bubarnya atau 
dilikuidasinya suatu badan usaha oleh kalangan umum. Bambang Kesowo 
mengemukakan bahwa ada berbagai pihak salah memahami bahwa 
kepailitan sama artinya dengan likuidasi dan pembubaran. Bahkan sebagian 
dari masyarakat umum beranggapan kepailitan sebagai vonis yang berbau 
tindakan criminal yang merupakan suatu cacat hukum atas subjek 
hukumnya.5 
Bila ditelusuri secara terminology kepailitan digunakan sesuai dengan 
system hukum yang dianut. Dinegara-negara yang menganut sistem hukum 
anglo saxon terminology kepailitan digunakan dengan istilah Bankrupty yang 
berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Sehingga kata kunci dari 
kepailitan dilatar belakangi adanya suatu perikatan.Sedangkan dalam sistem 
hukum Eropa Kontinental digunakan istilah Faillissement yang ditujukan 
                                                             
5
  Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma, san Praktik di Peradilan. Dr. M Hadi Shubhan, 
S.H.,M.H.,C.N. , cetakan ke-2 tahun 2008 hal 2 
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kepada pebisnis maupun non pebisnis.Hal ini bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada debitor untuk membela diri. 
Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk 
melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para 
kreditor.Keadaan demikian pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi 
keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang mengalami 
kemunduran.6 
Kemudiam bila dilihat Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal 
yang berhubungan dengan “pailit”. Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau 
“Bangkrupt” adalah : 
“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, 
municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. 
The term includes a person againts whom an involuntary petition has 
been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been 
adjudged a bangkrupt” 
 
Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, 
dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan 
“ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitur) atas utang-
utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampun tersebut harus disertai 
dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara 
                                                             
6
  Dr. M. Subhan, S.H, M.H., C.N. “Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma, dan Praktik di 
Peradilan” Cet. II tahun 2009 hal 1 
12 
 
sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar 
debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke  Pengadilan.7 
Sedangkan kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (UUK-PKPU) menyatakan bahwa : 
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah 
pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini”. 
 
Bila diteliti lebih lanjut mengenai dari apa yang tertera dalam UUK-
PKPU khususnya pada pasal 2 UUK-PKPU maka tersirat bahwa kepailitan 
merupakan suatu putusan pengadilan yang berarti seorang debitor tidak 
dapat dinyatakan pailit sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh 
pengadilan.  
Pendapat serupa timbul pula dari R. Subekti dan R.Tjitrosudibio bahwa 
pailit suatu keadaan yang membutuhkan campur tangan hakim guna 
menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.8 Beranjak dari sini 
maka esensi kepailitan secara singkat merupakan putusan pengadilan yang 
mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang 
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. 
                                                             
7  Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 
2002, hal. 11 
8  kamus hukum hal 34 
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2. Pengertian Berhenti Membayar 
Dalam undang-undang baik yurisprudensi maupun pendapat para 
sarjana tidak ditemukan penjelasan secara jelas atas definisi keadaan 
berhenti membayar. Menurut peraturan dasar hukum kepailitan diuraikan 
beberapa pengertian dari “berhenti membayar” yaitu9 : 
a. Menurut Faillissmentverodening 
Faillissmentverodening berlaku di Indonesia pada tanggal 1 
November 1906 mencabut peraturan kepailitan sebelumnya yaitu 
wetboek van koophandel (WvK) Buku III dan Reglement op de 
Rechtverordening (Rv) Buku III bab VII. 
Menurut Faillissmentverodening, keadaan insolvensi timbul 
dikarenakan debitor berhenti membayar. Hanya saja ukuran ataupun 
standar dalam keadaan berhenti membayar tersebut masih bervariasi 
dikarenakan tidak ditemukannya penafsiran yang jelas dalam Undang-
undang. 
Menururt Faillissmentverodening, dasar insolvensi terdapat 
pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: 
“setiap yang berutang (debitor) yang ada dalam keadaan 
berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas 
permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor) dengan 
keputusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”. 
                                                             
9  Habiba Hanum:analisis terhadap ketentuan insolvensi dalam hukum kepailitan tahun 2008 
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Dalam hal tersebut diatas maka terlihat gambaran pailit dalam  
Faillissmentverodening ini tidak dilengkapi dengan apa yang disebut 
dari keadaan “berhenti membayar”. Sehinggal dalam hal yang 
demikian kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang beragam 
tentang standar terjadinya keadaan berhanti membayar. 
Variasi dari pengertian keadaan “berhenti membayar” dapat 
ditemukan dari putusan-putusan pengadilan, seperti pada10: 
1.) Putusan Hoge Raad dalam 3 juni 1920 N.J 1921 
Bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang, 
membayar berarti memenuhi perikatan ini dapat diperuntukkan 
untuk menyerahkan barang. 
2.) Putusan Hoge Raad 15 Mei 1925 N.J  1925 No. 995 
Keadaan bahwa active boodle kemudian terbukti cukup membayar 
semua utangnya, itu tidak menghalangi bahwa debitor sekarang 
dalam keadaan berhenti membayar. 
3.) Putusan Hoge Raad 6 Desember 1946 N.J 1946 No.233 
Bahwa keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan 
bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utang-
                                                             
10
 Victor Situmorang dan Henri Soekarso “Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia”, tahun 
1993, hal 40 
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utangnya yang sudah dapat ditagih melainkan bahwa debitor tidak 
membayar utang-utangnya itu. 
4.) Putusan Hoge Raad 10 april 1959 N.J 1959 No.232, berbunyi: 
Bahwa tidak membayar hutang pemohon yang sudah dapat ditagih 
dan disamping itu adanya hutang-hutang yang lain yang terbukti 
dari laporan kurator, membuktikan adanya keadaan berhenti 
membayar. 
Berdasarkan keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada pertimbangan oleh hakim bahwa debitor baru sekali atau dua kali 
tidak membayar utangnya.Sehingga, dengan adanya bukti sumir 
terhadap debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh temponya 
dapat dijatuhkan pailit.Sedangkan menurut Tirtaatmidjaja bahwa 
debitor yang baru sekali saja menolak pembayaran maka hal itu 
belumlah merupakan suatu keadaan berhenti membayar. 
b. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1998 
Pada tahun 1977 di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang 
mengakibatkan banyaknya debitor tidak dapat membayar utang-
utangnya.Pada situasi tersebut para kreditor mulai mencari sarana 
untuk dapat menagih utangnya.Peraturan yang ada 
Faillissmentveordening sangat tidak dapat diandalkan karean 
dianggap terlalu lama prosesnya dan tidak dapat dipastikan 
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haasilnya.Sehingga kreditor dan pelaku usaha lainnyaa menginginkan 
agar peraturan kepailitan pada saat itu diganti atau diubah. 
Sebagai hasil dari desakan yang ada maka akhirnya lahir Perpu 
No.1 Tahun 1198 jo. Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang UUK. 
Timbulnya dasar insolvensi pada Undang-undang No.4 Tahun 1998 
tentang UUK tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatur : 
“debitor yang mepunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya 
sendiri, maupuan atas permintaan seorang aatau lebih kreditor.” 
Dasar insolvensi diartikan sebagai “tidak membayar”, Pradjoto 
mengartikannya sebagai:11 
1.) Menolak untuk membayar 
2.) Cidera janji atau wanprestasi 
3.) Keadaan tidak membayar tidak sama dengan keadaan bahwa 
kekayaan  debitor tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya. 
4.) Tidak diharuskan debitor memiliki kemampuan untuk membayar 
dan memikul seluruh utangnya. 
5.) Istilah tidak membayar harus diartikan sebagai Naar de letter, yaitu 
debitor pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit telah 
sama sekali berhenti membayar utangnya. 
                                                             
11  Pradjoto “RUU Kepailitan ditinjau dari aspek perbankan, tahun 1999, hal 5 
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Menurut Sutan Remi Sjadeini berpendapat bahwa hukum 
kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar 
kewajibannya kepada salah satu kreditornya saja , tetapi debitor itu 
harus berada dalam keadaan insolvensi.12 
Seorang kreditor berada daalam keadaan insolvensi hanyalah 
apabila debitor tidak mampu secara financial untuk membayar utang-
utangnya kepada sebagian besar kreditornya.Seorang debitor tidak 
dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada 
seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, 
sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor tetap dapat 
melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik.13 
Oleh karena itu yang menjadi pertimbangan Pengadilan Niaga 
untuk menyatakan seorang debitor pailit, tidak saja oleh karena 
ketidakmampuan debitor tersebut untuk membayar utang-utangnya, 
tetapi juga termasuk ketidakmauan debitor untuk melunasi utang-
utangnya seperti yang telah diperjanjikan. 
c. Menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 
Timbulnya dasar insolvensi menurut Undang-undang No.37 
Tahun 2004 tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: 
                                                             
12  Sutan Remi Sjadeini,”Hukum Kepailitan dalam memahami Undang-undang No.37 tahun 
2004 tentang Kepailitan” Cet. III tahun 2009 hal 71 
13
  Sutan Remi Sjadeini “Hukum Kepailitan Memahami Faillisementverordening jo. UU No.4 
Tahun 1998” tahun 2003,hal 71 
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“debitor yang mepunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas 
permohonannya sendiri, maupuan atas permintaan satu atau lebih 
kreditor.” 
 
Dasar insolvensi diatas diartikan sebagai “tidak membayar 
lunas” utangnya. Pasal tersebut diatas merupakan salinan dari Pasal 1 
ayat (1) UUK yang mengatur ketentuan yang sama, hanya saja 
bedanya terletak pada kata “lunas”. Keadaan tidak membayar lunas 
diartikan sebagai sudah pernah membayar sekali, dua kali dan 
seterusnya tetapi tidak belum membayar bunganya.14 Ketentuan “tidak 
membayar lunas” menurut UUK-PKPU pada prinsipnya sama dengan 
“keadaan berhenti membayar” utang-utangnya menurut 
Failissmentverordening. Karena berhenti membayar berarti sudah 
pernah membayar namun suatu saat berhenti. 
 
3. Pengertian Utang 
Pengertian utang dalam kepailitan sangat penting dewasa ini. 
Hal ini disebabkan banyaknya timbul debat yuridis akibat dari silang 
pendapat para hakim, pengacara bahkan ahli hukum tentang definisi 
utang. Silang pendapat ini muncul sejak adanya beberapa putusan 
                                                             
14  Ricardo Simanjuntak:Jurnal Hukum Bisnis Tahun 2002,hal 6 
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hakim yang berbeda dalam menerapkan prinsip utang dalam 
kepailitan. 
Disini ada beberapa pengertian utang antara lain : 
a. Pengertian utang oleh beberapa hakim dalam putusannya 
Hakim dalam memutus perkara kepailitan baik itu hakim pengadilan 
Niaga, Hakim Kasasi, dan Hakim Peninjauan Kembali juga 
memberikan definisi yang saling bertentangan tentang pengertian 
“utang”,  hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan yang muncul 
yaitu: 
1. Putusan Kasasi MA No. 20 K/N/1999, tgl. 29 Juli 1999, Putusan 
PK MA No. 13 PK/N/1999 
Kasus ini menyangkut hubungan jual beli tanah dimana uang 
muka telah dibayar oelh pembeli, tetapi tanah tersebut tidak 
diserahkan oleh penjual maka penjual kemudian membuat surat 
pernyataan bahwa jikalau tanah tidak diserahkan dalam waktu 
tenggang waktu 90 hari, maka penjual akan menyerahkan 
kembali seluruh uang muka ditambah ganti rugi, tetapi penjual 
tidak menyerahkan tanah maupun uang muka sampai jatuh 
tempo 90 hari, maka penjual akan menyerahkan tanah maupun 
uang muka sampai jatuh tempo 90 hari tersebut, Hakim 
pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit penjual 
sebagai “ pengertian utang dalam arti luas” bahwa utang bukan 
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hanya perjanjian yang objeknya uang. Namun Hakim Kasasi 
membatalkan putusan Hakim Pengadilan Niaga, dengan 
pertimbangan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara 
pemohon dan termohon adalah hubungan jual-beli bukan 
hubungan utang-piutang, disini sebagai “pengertian utang 
dalam arti sempit”. Sedangkan dalam tingkat PK yakni Hakim 
PK membatalkan putusan Hakim Kasasi dan membenarkan 
putusan Hakim Pengadilan Niaga. 
2. Putusan Kasasi MA No.04 K/N/1999, tanggal 3 Maret 1999 dan 
putusan Peninjauan Kembali MA No.06/PK/N/1999 
Dalam kasus ini mengenai pembelian satuan rumah susun 
dengan cara angsuran pengembang (developer) tidak dapat 
menyerahkan satuan rumah pada waktu jatuh temponya dan 
tidak mau mengganti kerugian kepada pembeli rumah tersebut. 
Pada tingkat Pengadilan Niaga, Hakim Pengadilan Niaga 
mengabulkan permohonan pailit dari pembeli dengan 
menafsirkan “pengertian utang secara luas” demikian juga pada 
tingkat Kasasi. Namun lain halnya pada tingkat Peninjauan 
Kembali, Hakim PK memiliki pendapat bertentangan dimana 
Hakim PK berpendapat bahwa terminologi utang pokok dan 
bunganya adalah bentuk khusus dari definisi utang. Hal ini 
dapat ditafsirkan  sebagai “pengertian dalam arti sempit”. 
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Tabulasi Putusan Mahkamah Agung (MA) Yang Memberikan Pengetian 
"Utang" Dalam Putusannya 
 
No. 
Putusan MA 
Nomor/    tanggal 
Para  
Pihak 
Objek  
Sengketa 
Pengertian 
utang 
1 No.02 K/N/1999  
tgl 12 februari 1999 
Termohon/Pemohon 
kasasi: 
PT Kutai Kerta 
Negara Prima Coal 
Ny. Iswati Sugianto 
Pemohon/termohon 
kasasi: 
Drs.Husein Sani 
Djohan Subekti 
 
Pemohon II 
(Kreditur) dengan  
Termohon I 
(debitur) dan 
Termohon II 
(debitur) adalah 
hubungan jual beli 
saham PT. Kutai 
Kartanegara. 
Pemohon II 
membeli saham 
Termohon I 
sebanyak 75% 
tetapi sampai 
waktu yang 
ditentukan 
termohon II tidak 
menyerahkan 
dokumen saham 
tersbt. 
 
“Utang 
dalam arti 
luas” 
2 No. 03 K/N/1999 tgl 
28 april 1999 
Termohon/Pemohon 
Kasasi: 
PT. Cipta Niaga 
Cabang Utama 
Surabaya 
PT. Sumberrartha 
Invesindo 
Harsono Lukito 
Pemohon/Termohon 
Kasasi: 
Subketi 
Hubungan hukum 
antara pemohon  
kasasi dengan 
termohon kasasi  
adalah hubungan 
hukum jual beli 
semen dan atau 
saham (perikatan 
produsen dan atau 
keagenan penjual 
saham). 
““Utang 
dalam arti 
sempit” 
Bahwa 
utang 
hanya 
utang 
pokok dan 
bunganya
Sedang 
kan jual 
beli suatu 
bentuk dari 
wanpres 
tasi yang 
seharus 
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nya 
diajukan 
dipenga 
dilan 
negeri. 
3 No. 20 K/N/1999 tgl 
29 juli 1999 dan No. 
13 PK/N/1999 tgl 2 
agustus 1999 
 
 
 
 
 
 
Termohon/Pemohon 
Kasasi: 
PT. intercom 
enterprises 
Pemohon/Termohon 
Kasasi: 
Helena Melinda 
Sujotomo 
Perjanjian jual beli 
tanah antara 
pemohon pailit 
sebagai pembeli 
dan termohon 
sebagai penjual, 
meskipun 
pemohon telah 
membayar lunas 
harga tanah 
terssebut, namun 
termohon pailit 
tidak menyerahkan 
tanah tersebut 
kepada pemohon. 
 
“dalam 
tingkat 
kasasi 
ditafsirkan 
utang 
dalam ari 
sempit” 
Sedang 
kan  
“pada 
tingkat PK 
menafsir 
kan utang 
dalam arti 
luas” 
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4 No.18 K/N/1999  
tgl 26 juli 1999 
Pemohon/Pemohon 
Kasasi: 
PT. Mustika Bukit 
Kencana 
Termohon/Termo 
hon Kasasi: 
Koentjoro Njoo 
Janji untuk 
menyerahkan hasil 
produksi Log (kayu 
bulat) oleh 
termohon kepada 
pemohon setelah 
ditransfer uang 
sejumlah tertentu, 
tetapi janji tersebut 
tidak dapat ditepati 
sedangkan uang 
pemohon tidak 
dikembalikan. 
“utang 
dalam arti 
luas 
5 No.09 K/N/2000 
Tgl 5 April 2000 
Pemohon/Pemohon 
Kasasi: 
PT. Danamon 
Finance 
Termohon/Termo 
hon Kasasi: 
PT. Indonesia 
Sentosa 
Lestari 
Sdr. August 
Purwanto  Eka 
 
Pemohon dan 
Termohon I telah 
menandatangi 
perjanjian leasing 
(sewa guna usaha) 
barang modal satu 
unit mesin offset 
dan satu unit pilar 
cutting dengan 
kewajiban 
termohon I untuk 
membayar sewa 
guna usaha bulan 
pertama dan 
seterusnya hingga 
termohon 
melalaikan 
kewajibannya sejak 
pembayarannya 
yang ke-33 
“utang 
dalam arti 
sempit” 
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b. Pengertian utang dalam KUHPerdata  
Pada prinsipnya hukum kepailitan dilandasi dari Pasal 1131 dan 1132 
KUHPerdata15 yang terdapat dalam Buku II Bab XIX bagian I tentang piutang-
piutang yang diistimewakan pada umumnya. Kedua pasal tersebut 
memberikan kepastian dalam pembagian harta pailit bagi kreditornya, selain 
itu juga memberikan keadilan dan keseimbangan antara kreditor dan debitor.  
Oleh karena landasan kepailitan di Indonesia adalah KUHPerdata 
maka untuk masuk dalam pengertian “utang” itu sendiri dengan melihat dasar 
munculnya suatu utang yakni dari suatu perikatan (obligation).  
Pada Pasal 1233 KUHperdata menyebutkan bahwa perikatan itu dapat 
dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. 
Perikatan karena undang-undang diperinci menjadi berasal dari undang-
undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan 
orang, dan yang terakhir ini dibagi lagi yaitu antara perbuatan yang halal 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1354-1357 KUHperdata dan 
perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 
KUHperdata. 
                                                             
15  Lihat Pasal 1131 KUHPerdata, “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak 
bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan 
untuk segala perikatan perseorangan”. 
Pasal 1132 KUHPerdata, “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 
yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut 
keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing” 
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Perikatan yang timbul baik karena perjanjian maupun dari 
undang-undang tentu akan menciptakan hak dan kewajiban bagi 
para pihak, kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 1234 
KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk 
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak 
berbuat sesuatu”. 
Dari perikatan tersebut salah satu pihak diwajibkan 
melaksanakan kewajibannya, yang dapat berupa: 
 Kewajiban  dari peminjam untuk membayar pinjaman 
pokok dan biaya serta bunga kepada orang uang 
menjamin; 
 Kewajiban dari penjual untuk menyerahkan barang yang 
dijual kepada pembeli; 
 Kewajiban dari penjamin untuk membayar kreditor utang 
dari debitor yang dijaminnya apabila debitor wanprestasi; 
 Kewajiban dari pembangunan untuk membuat rumah dan 
menyerahkannya kepada pembeli/pemesan. 
 
Dari perikatan-perikatan tersebut diatas baik peminjam, penjual, 
penjamin dan pembangun adalah yang mempunyai kewajiban atau 
disebutkan sebagai pihak yang berutang (debitor), sedangkan  pemberi 
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pinjaman, pembeli dan pemesan memiliki hak atas kewajiban tersebut atau 
disebut dengan tagihan (kreditor). 
P.Sugarda yang mengutip tulisan dari Satrio mengemukakan16 bahwa 
“membayar” berarti “memenuhi kewajiban perikatan”. Dimana pembayaran 
tidak hanya penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk di dalam “melakukan 
suatu pekerjaan” ataupun memberikan suatu kenikmatan. 
Hal ini berarti membayar tidak hanya berupa penyerahan uang, maka 
“utang” dengan demikian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1234 
KUHPerdata. Dengan demikian pengertian utang dalam KUHPerdata secara 
teoritis sama dengan “pengertian utang dalam arti luas”. 
 
c. Pengertian utang oleh beberapa Ahli Hukum 
 Menurut Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul “Indonesian 
Bankcruptcy Law”, yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia oleh Kartini Muljadi mengemukakan bahwa17 “Kewajiban atau 
utang dapat timbul dari perikatan maupun karena undang-undang (Pasal 
1233 KUHPerdata) dimana ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan 
kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 
KUHPerdata) dan Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor 
dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya”. 
                                                             
16  P.Sugarda, Jurnal Hukum Bisnis Volume 17, Januari 2002, Hal 43. 
17  Jerry Hoff, “Undang-undang Kepailitan di Indonesia” (penerjemah Kartini Muljadi), PT.Tata 
Nusa,Jakarta,2000,Hal 18. 
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Dari pengertian tersebut Jerry Hoff menarik pengertian “utang” sama 
dengan yang terdapat pada landasan undang-undang kepailitan yakni 
KUHperdata yaitu utang yang lahir baik karena perikatan maupun karena 
undang-undang. Dalam hal ini maka ditarik pengertian utang dalam arti 
luas. 
Menurut Kartini Muljadi yang dikutip oleh Sutan Remi Sjadeini dalam 
bukunya yang berjudul “memahami undang-undang  No.37  tahun 2004 
tentang Kepailitan dan PKPU”18 bahwa utang yang dimaksud dalam 
Undang-undang Kepailitan itu adalah  setiap kewajiban Debitor kepada 
Kreditornya baik  kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberi sesuatu, 
untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Contoh kewajiban yang 
timbul dari perjanjian (yang tercakup pengertian utang sebagaimana yang 
dimaksud dalam UUK) adalah: 
 Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok 
kepada pihak yang memimnjamkan; 
 Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli 
mobil; 
 Kewajiban pembangunan untuk membuat rumah dan 
menyerahkannya kepada pembeli rumah; 
                                                             
18 Sutan Remy sjadeni. “Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
PKPU”. Hal 89 
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 Kewajiban penjamin untuk menjamin pembayaran kembali 
pinjaman debitor kepada kreditor. 
 Sedangkan menurut Sutan Remy Sjadeini bahwa utang tidak 
seharusnya diberi arti yang sempit yaitu tidak seharusnya diberi arti berupa 
kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, 
tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk 
membayar sejumlah uang kepada kreditor,  baik kewajiban itu timbul karena 
perjanjian apa pun (tidak terbatas kepada perjanjian utang-piutang saja), 
maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan 
hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. 
 
B. Dasar Hukum 
Dalam dunia usaha tentunya tidak asing lagi untuk melakukan transaksi 
bisnis ataupun mengadakan hubungan hukum.Dalam lingkup seperti ini maka 
tidak menutup kemungkinan dikemudian hari pihak yang berhutang tidak 
mampu memenuhin kewajibannya tepat waktu atau berada dalam keadaan 
yang benar-benar berhenti membayar. Untuk itu diberikan suatu payung 
hukum untuk mendasari dalam memberikan perlindungan kepada kreditor 
untuk dikembalikan haknya. 
Peraturan kepailitan termasuk dalam hukum dagang, meskipun tidak 
diatur dalam KUHD (kitab undang-undang hukum dagang). Kepailitan di 
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Indonesia pada awalnya diatur dalam faillissementsverordening (Peraturan 
Kepailitan) yang mengandung 279 pasal yang terdiri dari 2 bab yaitu :19 
1.) Bab I tentang Kepailitan (Van Faillisement) Pasal 1 sampai Pasal 
211 
2.) Bab II tentang Penundaan Pembayaran (Surseance van Betaling) 
Pasal 212 sampai pasal 279.  
Peraturan Kepailitan tersebut kemudian diubah pada tanggal 22 april 
1998 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 
1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang Kepailitan. Perpu ini 
bersifat menyempurnakan undang-undang Kepailitan yang telah ada dengan 
mengatur beberapa perubahan ketentuan yang lama. Perpu ini kemudian 
ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang mulai berlaku 
efektif 120 hari sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998. 
Bila dibandingkan dengan peraturan kepailitan yang lama maka pada 
peraturan kepailitan yang baru ada tambahan satu bab yakni Bab Ketiga 
yang berisi sepuluh pasal yang mengatur tentang Pengadilan Niaga. 
Sedangkan pada Bab Kesatu dan Kedua pada prinsipnya sama dengan 
aturan yang lama tetapi dengan beberapa perubahan dan penambahan 
substansi maupun pasal didalamnya. 
                                                             
19
  Hj.Rahayu Hartini, S.H.,M.Si., M.Hum, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia”, 
Cet. 1 tahun 2009 hal 72 
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Dalam praktiknya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dibenturkan 
dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Seperti halnya masalah 
kontroversi pada tahun 2000 mengenai kasus kepailitan pada PT. Asuransi 
Jiwa Manulife Indonesia yang mengundang kecaman keras dari pihak asing, 
dan masalah-masalah lain yang kemudian timbul. 
Dalam perjalanan waktunya UUK No.4 Tahun 1998 inipun dianggap 
belum mampu mengakomodaasi semua kepentingan pihak-pihak dalam 
penyelesaian masalah utang piutang, sehingga pada akhirnya dilakukan 
revisi terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan terhadap perubahan-
perubahan tersebut maka lahirlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
Secara umum dasar hukum kepailitan di Indonesia dilihat dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu : 
Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa: 
“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada 
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan”. 
 
Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa: 
“kebendaan tersebut menajadi jaminan bersama-sama bagi semua 
orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu 
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya 
piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada 
alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. 
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Pasal 1133 KUH Perdata mengatur bahwa: 
“ hal untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari 
hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Perihal gadai dan hipotik diatur 
dalam bab dua puluh dan keduapuluh satu KUHPerdata”. 
 
Pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada Kreditor 
bahwa kewajiban Debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan 
Debitor baik yang sudah ada maupun yang masih aka ada dikemudian hari.  
 
C. Tujuan Dan Asas-Asas Hukum Kepailitan 
tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:20 
1.) Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka 
sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta 
debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada 
atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi 
perikatan debitor yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur 
untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. 
Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 
1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut 
diantara kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas 
jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan 
                                                             
20
  Sutan Remy Sjadeini, “Memahami Undang-undanh No.34 tahun 2004 tentang Kepailitan” 
Cet III tahun 2009, hal 38 
32 
 
terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih 
banyak dari kreditor yang lemah. 
2.) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para 
kreditor sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional 
harta kekayaan debitor kepada para kreditor Konkuren atau unsecured 
creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing 
kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin 
dalam Pasal 1332 KUH Perdata. 
3.) Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan 
seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan 
untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang 
dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor 
menjadi harta pailit.  
Penjelasan umum UUK-PKPU disebutkan bahwa  Undang-Undang ini 
didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain adalah:21 
1.) Asas Keseimbangan 
Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 
perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat 
ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata 
                                                             
21
 Sutan Remy Sjadeini, “Memahami Undang-undanh No.34 tahun 2004 tentang Kepailitan” 
Cet III tahun 2009, hal 51 
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dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak 
terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 
pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 
2.) Asas Kelangsungan Usaha 
Dalam Undang-Undang ini,terdapat ketentuan yang memungkinkan 
perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 
3.) Asas Keadilan  
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa 
ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi 
para pihak yang berkepentingan.Asas keadilan ini untuk mencegah 
terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan 
pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan 
tidak mempedulikan kreditor lainnya. 
4.) Asas Integrasi  
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian 
bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu 
kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara 
perdata nasional. 
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D. Pernyataan Kepailitan 
1. Syarat permohonan pernyataan pailit 
Syarat dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat 
dari pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur bahwa: 
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas 
permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih 
kreditornya”. 
 
Dilihat dari ketentuan yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 
dapat dijelaskan bahwa untuk mnengajukan permohonan pernyataan pailit 
maka seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:22 
a. Syarat adanya dua atau lebih kreditor  
yakni debitor harus mempunyai sedikitnya dua kreditor. Memiliki 
dua atau lebih kreditor  adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. 
Syarat ini biasanya dikenal sebagai concursus creditorum. setiap 
kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 
pelunasan utang dari harta kekayaan debitur. 
Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur maka seluruh harta 
kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang 
tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pari passu dan pro 
                                                             
22 Jono, S.H. “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika, Jakarta,Cet.II tahun 2010 hal 4-5 
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rata.Oleh karena itu jelaas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika 
debitor hanya mempunyai satu kreditor. 
Didalam UUK-PKPU tidak diatur secara tegas mengenai 
permohonan pernyataan pailit harus membuktikan bahwa debitor 
mempunyai dua atau beberapa kreditor, namun karena menurut Pasal 
299 UUK-PKPU bahwa “kecuali ditentukan lain dengan Undang-
Undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap 
Pengadilan Niaga”. Sedangkan dalam hukum acara perdata yang 
berlaku pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata ditegaskan 
beban wajib bukti dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk 
membuktikan dalil gugatannya, maka dari itu pemohon pernyataan 
pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau 
beberapa kreditor sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat 
(1) UUK-PKPU. 
Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tidak memberikan 
definisi terhadap kreditor. Istilah kreditor malah sering kali 
menimbulkan multitafsir. Secara umum, ada tiga macam kreditor yang 
dikenal dalam KUH Perdata, antara lain: 
1. Kreditor Konkuren 
Kreditor ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. 
Kreditor konkuren adalah kreditor yang secara bersama-sama 
memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang 
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dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing 
dibandingkan terhadap piutang mereka secara 
keseluruhan,terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.  
Hal ini berarti para kreditor konkuren mempunyai kedudukan 
yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada 
yang didahulukan. 
2. Kreditor Preferen 
Kreditor semacam ini mempunyai hak istimewa, yaitu 
suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang 
berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang 
berpiutang lainnya.Dalam hal ini semata-mata karena sifat 
piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. 
3. Kreditor Separatis 
Kreditor ini pemegang hak jaminan kebendaan yang 
dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. 
Menurut Sutan Remi Sjadeni harus dibedakan pengertian 
kreditor dalam kalimat “mempunyai dua atau lebih kreditor” dan 
dalam kalimat “atas permohonan seorang atau lebih 
kreditornya”. Pada kalimat pertama, kreditor yang dimaksud 
adalah sembarang kreditor yakni baik itu kreditor konkuren 
maupun kreditor preferen.Sedangkan pada kalimat kedua 
adalah kreditor konkuren.Mengapa harus kreditor konkuren 
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dikarenakan kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan 
untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit 
mengingat bahwa kreditor separatis telah terjamin sumber 
pelunasan tagihannya, yaitu dari barang anggunan yang 
dibebani dengan hak jaminan. 
b. Syarat adanya utang  
yakni Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang 
kepada salah satu kreditornya. Dalam Undang-Undang No.4 tahun 
1998 (UU kepailitan lama) tidak memberikan definisi mengenai utang 
sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang beraneka ragam 
tentang apa yang disebut utang baik secara sempit ataupun luas. 
Apakah pengertgian utang itu sendiri hanya berasal dari perjanjian 
utang piutang ataukah pengertian utang berasal dari  suatu prestasi 
yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja. 
Menurut Sutan Remi Sjadeni, pengertian utang dalam Undang-
Undang No.4 Tahun 1998 tidak seyogianya diberi arti sempit, yaitu 
tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang 
yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan 
setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar 
sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena 
perjanjian apapun juga (tidak terbatas pada perjanjian utang piutang 
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saja), maupun timbul karena ketentuan Undang-undang, dan timbul 
karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.23 
Menurut Setiawan, utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam 
arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena 
adanya perjanjian utang piutang maupun kewajiban pembayaran 
sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian ataupun kontrak lain 
yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.19  
Berkenaan dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 sebelum 
akhirnya dicabut dan diganti dengan UUK-PKPU, Kartini Muljadi 
berpendapat bahwa istilah utang dalam pasal 1 dan pasal 212 UU 
No.4 Tahun 1998 (seharusnya) merujuk pada hukum perikatan dalam 
hukum perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang dengan 
pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata. Dari uraian Kartini Mulyadi dapat 
disimpulkan bahwa ia mengarikan utang sama dengan pengertian 
kewajiban.24 Dari uraiannya pula dapat ditafsirkan bahwa kewajiban itu 
timbul karena setiap perikatan, menurut pasal 1233 KUH Perdata 
dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. 
Selanjutnya Kartini mulyadi menghubungkan perikatan yang dimaksud 
dalam pasal 1233 KUH Perdata dengan ketentuan yang ada pada 
Pasal 1234 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan menimbukan 
                                                             
23  Jono,S.H., “Hukum Kepailitan”,Sinar Grafika,Jakarta Cet. II tahun 2008 hal 10 
24 Sutan Remi Sjadeini, “Memahami Undang-undang No.34 tahun 2004 tantang Kepailitan”, 
Cet III tahun 2009, hal 88) 
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kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak 
berbuat sesuatu. 
Dengan kata lain bahwa Kartini Mulyadi berpendapat bahwa 
pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap 
kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau 
tidak berbuat sesuatu.25 
Kontroversi mengenai penafsiran utang kemudian disatuartikan 
melalui dengan adanya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang 
UUK-PKPU, sebagiman yang tertera dalam Pasal 1 butir 6 yaitu: 
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 
dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata 
uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul 
dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau 
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak 
dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan 
dari harta kekayan debitor. 
Utang yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur : 
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 
semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan 
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, 
yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali 
                                                             
25   Kartini Muljadi, dalam Lontoh dkk., tahun 2001 hal 78 
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apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan untuk 
didahulukan”. 
 
Rumusan tersebut memberitahukan pada kita semua, bahwa 
pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta 
kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang 
yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang disebut 
dengan nama Kreditur. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah 
bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:26 
1.) Pari passu, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut 
harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditur 
tersebut.  
2.) Pro rata atau proporsional, sesuai dengan besarnya imbangan 
piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara 
keseluruhan. 
c. Syarat jatuh tempo dan ditagihnya utang  
1. Status utang 
Dikemukakan syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat 
ditagih menunjukkan bahwa kreditor mempunyai hak untuk menuntut 
debitor memenuhi prestasinya.Dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 
tidak ada pembedaan syarat utang yang telah “jatuh waktu” dan “dapat 
                                                             
26  Jono, S.H., “Hukum Kepailitan”,Sibar Grafika,Jakarta, Tahun 2008, hal 3 
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ditagih”.Namun menurut Sutan Remi Sjadeni dalam bukunya yang 
berjudul hukum kepailitan mengatakan bahwa kedua istilah tersebut 
berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang yang telah dapat 
ditagih, belum  tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang 
yang belum jatuh waktu, namun telah dapat ditagih biasanya 
dikarenakan terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut 
event of defaults (cidera janji).27 
Bila kita melihat  pengertian dari “Jatuh waktu” dapat kita lihat di 
dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
mengatur bahwa pihak yang berhutang dianggap lalai apabila ia 
dengan surat teguran telah dinyatakan pailit dan dalam surat tersebut 
debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi hutangya.28 
Dari rumusan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat 
bahwa29, dalam Perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu. 
Undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan 
waktu dalam perikatannya, dimana30 Dalam hal terdapat ketetapan waktu, 
maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam 
                                                             
27 Sutan Remi  Syahdeini “Memahami Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang Kepailitan” 
Pustaka Utama Grafiti,Jakarta, Cet. III tahun 2009, hal 57 
28  Ibid hal 58 
29 lihat pasal 1238 KUHP 
30 dikutip dari Tesis Sigit Priyono, S.H., Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas 
Diponegoro Semarang, “Akibat hukum perseroan terbatas yang dijatuhi putusan pailit” tahun 
2005, hal 24 
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perikatannya tersebut,  debitur dianggap telah lalai untuk melaksanakan 
kewajibannya. 
1.) Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitor 
berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, 
maka debitor baru dianggap lalai jika ia telah ditegur untuk 
memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terutang 
tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya yang 
terutang tersebut. Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis 
dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditur kepada 
debitur mengenai kelalaian debitur untuk memenuhi 
kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti 
debitur yang lalai. 
Dalam konstruksi hukum tersebut berarti:31 
1.) Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo 
adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam 
perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban 
oleh debitur. 
2.) Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh 
debitur dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat 
dimana debitur telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi 
kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban 
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 Ibid hal 25 
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atau utang debitur kepada kreditur belum dapat dianggap jatuh 
tempo. Dengan demikian berarti atas perikatan untuk atau 
memberikan sesuatu dalam bentuk uang tunai, yang telah 
ditentukan saat penyerahannya, maka terhitung dengan 
lewatnya jangka waktu tersebut, utang tersebut demi hukum 
telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 
Dalam konteks ini berarti, jika kreditur bermaksud untuk 
memajukan kepailitan atas diri debitur, maka kreditur tidak perlu lagi 
mengajukan bukti lain, selain perjanjian yang menentukan saat jatuh 
temponya yang telah terlewati tadi. 
Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan diatas maka 
seyogianya kata-kata yang yang ada didalam pasal 2 ayat (1) UUK-
PKPU yang berbunyi “utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat 
ditagih” diubah menjadi cukup berbunyi “utang yang telah dapat 
ditagih” atau “utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah 
jatuh waktu atau belum”. Penulisan seperti itu akan menghindarkan 
perselisihan pendapat apakah utang telah “dapat ditagih” tetapi “belum 
jatuh waktu” dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan 
pailit.32 
2. Syarat Jumlah Utang dan Insolvensi  
Pasal 1 ayat (1) didalam Perpu No.1 Tahun 1998 yang 
mengatur bahwa sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-
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 Prof.Dr.Sutan Remi Sjadeni, “Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan”. Cet. III tahun  2009 hal 59 
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undang No.4 Tahun 1998 yang merupakan ketentuan tentang syarat 
untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan  pailit yang 
kemudian dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 ketentuan 
tersebut tercantum didalam pasal 2 ayat (1).  
Pasal 1 ayat (1) dari Faillissementsverordening, adalah: 
“Setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang 
berada dalam keadaan yang berhenti membayar kembali utang 
tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas 
permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, 
dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa 
debitor yang bersangkutan dalam keadaaan pailit” 
 
Seperti pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat 
dinyatakan bahwa hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor 
yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu 
kreditornya (yang tidak menguasai sebagian utang debitor) tetapi 
debitor tersebut harus berada dalam keadaan insolven.33 
Seorang debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila 
debitor tidak mampu secara financial membayar sebagian besar 
utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva 
atau liabilities-„nya.Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam 
keadaan insolven apabila kepada seorang kreditor saja debitor 
tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-
kreditor lainnya tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utang-
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 Ibid hal 60-61 
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utangnya dengan baik kecuali apabila satu kreditor tersebut 
menguasai sebagian besar dari utang debitor. 
 
2. Pihak yang dapat dinyatakan pailit 
Subyek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah:34 
a. Orang perorang 
Yaitu Individu baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah 
maupun yang belum, jika permohonan pailit itu diajukan oleh debitor 
perorangan yang telah menikah maka permohonan tersebut hanya 
dapat diajukan atas persetujuan suami atau isteri, kecuali antara 
suami atau isteri tidak ada percampuran harta. (Pasal 4 UUK & 
PKPU) 
b. Perserikatan dan Perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya 
Untuk persoalan ini, permohonan pernyataan pailit terhadapsuatu 
“Firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing 
persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruhutang 
firma. (Pasal 5 UUK & PKPU) 
c. Perseroan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan 
hukum 
                                                             
34  Tesis Anas Malik Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Tanggung 
Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ditinjau dari aspek pidana”, Tahun 2011, 
hal 66 
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Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-
masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran 
dasarnya. (Pasal 3 ayat 5 UUK & PKPU) 
d. Harta Warisan 
Permohonan diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya 
penerimaan  warisan, atau dalam waktu 6 bulan setelah 
meninggalnya debitor yang bersangkutan. (Pasal 207 UUK & 
PKPU.) 
3. Pihak yang dapat mengajukan pailit 
Sebelum berlakunya Undang-undang Kepailitan No.4 Tahun 1998, 
maka pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ke 
Pengadilan Niaga ada tiga yakni:35 
1.) Debitor sendiri 
2.) Seorang kreditor tau lebih, dan 
3.) Jaksa penuntut umum 
Kemudian berdasarkan PERPU No.1 Tahun 1998 jo. UUK No.4 Tahun  
1998, pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit telah berubah menjadi lima 
pihak yaitu:36 
1.) Debitor sendiri 
2.) Seorang atau lebih kreditornya 
                                                             
35  lihat ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepailitan lama (fv) 
36
 Hj.Rahayu Hartini, S.H,.M.Si., M.Hum, Tahun 2009, hal 79 dan dapat dilihat dari PERPU 
No.1 tahun 1998 jo. UUK No.4 Tahun 1998 Pasal 2 ayat (1) 
47 
 
3.) Kejaksaan untuk kepentingan umum 
4.) Bank Indonesia (BI) 
5.) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 
Berikutnya dalam UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004.Tentang pihka-pihak 
yang dapat mengajukan pailit ditambahkan satu lagi yakni Menteri Keuangan 
sehingga berubah menjadi enam pihak. 
Dalam hal pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit:37 
a. Debitor sendiri 
Dalam Undang-undang sebagaimana yang tercantum pada 
Pasal 2 ayat (1) UUK, dimungkinkan seorang debitor mengajukan 
permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri.Dalam hal 
permohonan pernyataan pailit diajukan oleh yang masih terikat dalam 
pernikahan maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan 
suami atau istri kecuali apabila tidak ada percampuran harta. 
b. Seorang kreditor atau lebih 
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK, Kreditor yang dapat 
mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalha kreditor 
konkuren , kreditor preferen, ataupun kreditor separatis. Tentang 
seorang kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitor 
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Lihat Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal (1)-(5)
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dinyatakan pailiy, ketentuan ini dalam praktiknya bila hanya seorang 
kreditor saja tidak dapat mengajukan pailit. 
Namun dalam hal demikian ada pula sarjana berpendapat 
seorang saja kreditor boleh mengajukan pailit debitornya, asalkan si 
debitor itu memiliki lebih dari seorang kreditor sebab bila tidak 
kepailitan akan kehilangan rasionya karena tujuan daripada kepailitan 
untuk melindungi para kreditor yaitu untuk mengadakan pembagian 
harta kekayaan debitor diantara para kreditor.38 
c. Kejaksaan  
Menurut Pasal 2 ayat (2) UUK maka permohonan pailit 
terhadap debitor juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan 
umum.Menurut Peter Mahmud Marzuki39 ,kepentingan umum dapat 
diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan 
kreditor ataupun pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja 
kepentingan bangsa dan Negara, kepentingan masyarakat ataupun 
pengguna jasa. Misalkan saja dalam hal perusahaan transportasi. 
                                                             
38  Hj.Rahayu Hartini, S.H,.M.Si., M.Hum. “Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia”, 
Cet. 1 tahun 2009 hal 81 
39  Peter Mahmud Marzuki,1997, Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global, Makalah 
Semiloka “Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan”, FH UNDIP-ELIPS, 
Hal 10 
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Kemudian muncul tentang apa yang dikatakan atas dasar 
kepentingan umum menurut UUK PKPU No.37 Tahun 2004, 
misalnya:40 
1.) Debitor melarikan diri. 
2.) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan. 
3.) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usahaa 
lainnya yang menghimpun dana masyarakat. 
4.) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan 
dana dari masyarakat luas. 
5.) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam 
menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. 
6.) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan 
umum. 
Adapun tata cara pengajuan permohoan pernyataan pailit 
adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor 
atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat 
diajukan denga kejaaksaan tanpa menggunkan jasa advokat. 
 
 
 
                                                             
40
  Hj.Rahayu Hartini, S.H,.M.Si., M.Hum. “Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia”, 
Cet. 1 tahun 2009 hal 82-83 
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d. Bank Indonesia (BI) 
Dalam hal debitor adalah bank maka permohonan pernyataan 
pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian 
kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.41 
Kewenangan BI untuk mengajukan permohonan pernyataan 
pailit ini tidak menghapus kewenangan BI terkait dengan ketentuan 
mengenai pencabutan mengenai izin usaha, pembubaran badan 
hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundangan.Jadi, 
maksud dilibatkannya Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan 
(sebagaiman yang diamanatkan UUK) adalah untuk memberikan 
kepastian pemberlakuan yang semestinya kepada bank sebagai 
lembaga keuangan yang memegang peran yang sangat penting dan 
sangat sensitive dalam aktivitas masyarakat dan Negara.42 
 
E. Hukum acara yang berlaku 
Untuk memberikan ketegasan, Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan 
dan Penundaan Pembayaran Utang yang mengatur bahwa : 
“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara 
yang berlaku adalah hukum acara perdata yang diterapkan pula pada 
pengadilan niaga”.  
 
                                                             
41  Jono,S.H. “Hukum Kepailiatan” Cet. II tahun 2010 hal 13 
42
 Hj.Rahayu Hartini, S.H,.M.Si., M.Hum, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia” 
Tahun 2009 hal 87-88 
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Maka dalam hal ini terhadap Pengadilan Niaga berlaku hukum acara 
perdata kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.Ketentuan Pasal 299 
ayat (1) UUK-PKPU bermaksud bahwa apabila UUK-PKPU bersikap diam 
dan tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut acara 
pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara di dan 
oleh pengadilan, maka yang harus dirujuk adalah HIR (Het Herziene 
InlandschReglement).43 
 
1. Pengadilan yang berwenang 
Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan 
ketentuan Pasal 3 UUK & PKPU terdapat ketentuan bahwa setiap 
permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, dengan 
ketentuan bahwa :Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik 
Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas 
permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor (ayat 2).  
Dalam hal debitor adalah peseroa suatu firma, pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang 
memutuskan (ayat 3). 
                                                             
43  dikutip dari Tesis Sigit Priyono, S.H., Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas 
Diponegoro Semarang, “Akibat hukum perseroan terbatas yang dijatuhi putusan pailit” tahun 
2005, hal 20-21 
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Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik 
Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor 
menjalankan profesi atau  usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia 
(ayat 4). Pasal 207 UUK & PKPU. 
Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan 
hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (ayat 
5).Ketentuan mengenai pengadilan yang berwenang di atas sejalan dengan 
ketentuan Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa forum pihak yang 
digugatlah yang berhak memeriksa.Ini untuk memberikan keleluasaan bagi 
pihak tergugat untuk membela diri. Walaupun Undang-Undang Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran Utang sudah secara jelas menyebutkan mengenai 
pengadilan yang berwenang, kita tidak boleh melupakan adanya asas “recht 
vanoverdaging” yang diatur dalam Pasal 100 RV (Reglement op 
deRechtvordering).44 
 
Ketentuan ini merupakan pelengkap hukum acara perdata (HIR) dan 
masih tetap berlaku sampai saat ini.Asas ini pada dasarnya memberikan hak 
kepada pihak penggugat untuk mengajukan gugatan di tempat pihak lain 
(penggugat). 
                                                             
44  dikutip dari Tesis Sigit Priyono, S.H., Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas 
Diponegoro Semarang, “Akibat hukum perseroan terbatas yang dijatuhi putusan pailit” tahun 
2005, hal 20 
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2. Kompetensi Pengadilan Niaga 
Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat berdasarkan pasal 281 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No.1 
Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus 
perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga seperti halnya menerima 
permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang meliputi lingkup seluruh 
wilayah Indonesia. 
Dalam pasal 300 ayat (1) dalam Undang-undang Kepailitan secara 
tegas dinyatakan bahwa: 
“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain 
memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan 
Kewajiban Pembayarn Utang, berwenang pula memeriksa dan 
memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya 
dilakukan dengan undang-undang.” 
 
Dalam hal ini Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolute utnuk 
memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, serta berwenang 
untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. 
Selain itu Undang-undang Kepailitan juga mempertegas kewenangan 
Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul 
arbitrase yang termuat dalam pasal 30 UUK bahwa: 
“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan 
permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang 
memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar 
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permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang ini.” 
 
F.  Akibat Hukum Pernyataan Pailit Bagi Debitur 
Menurut pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menetukan bahwa debitor pailit 
demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya 
yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus 
dicermati disini bahwa dengan diputuskannya sebagai debitor pailit  bukan 
berarti debitor kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan 
perbuatan hukum dibidang keperdataan.  
Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus 
dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-
perbuatan keperdataan lainnya misalnya untuk melangsungkan pernikahan 
dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian 
nikah,menerima hibah,mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kusa 
pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi 
kuasa maka debitor tersebut masih berwenang untuk melakukan perbuatan-
perbuatan keperdataan tersebut.  
Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan maka 
harta kekayaan pailit berada dibawah pengampuan dan pengurusan pihak 
lain. Sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada dibawah pengampuan.45 
                                                             
45
 Prof.Dr.Sutan Remi Sjadeni S.H,.M.H, “Memahami Undang-undang No.37 tahun 2004 
tentang Kepailitan”,Pustaka Utama Grafiti,Jakarta, Cet. III tahun 2009 hal 190 
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Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 UUK dan PKPU, Kepailitan 
meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit 
ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh oleh debitur 
selama berlangsungnya kepailitan misalnya karena hibah atau 
warisan.Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit berada dibawah 
penyitaan (sita umum). 
Demi pertimbangan kemanusiaan terhadap debitor (debitor peroranan), 
ada barang-barang milik debitor pailit yang oleh UUK-PKPU dikecualikan dari 
harta pailit. Menurut pasal 22 UUK-PKPU, barang-barang atau benda milik 
debitor pailit yang dikecualikan dari harta pailit adalah: 
1.) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibuthkan oleh debitor 
sehubungan dengan pekerjaanya perlengkapannya, alat-alat medis 
yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan 
perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya dan 
bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan 
keluarganya yang terdapat ditempat itu. 
2.) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri 
sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, 
pension, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan 
oleh hakim pengawas. 
3.) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu 
kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah di Pengadilan Niaga Makassar dan di Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, Penulis memilih tempat tersebut karena kasus ini 
diputus oleh kedua instansi hukum tersebut bahwa dengan pertimbangan 
kasus Kepailitan pada PT.Gorontalo Wisata Mandiri memiliki data yang cukup 
tersedia di kedua instansi tersebut. Penulis juga menganalisis bahan-bahan 
kepustakaan dari perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS dan Perpustakan 
Wilayah Makassar Karena pada kedua perpustakaan tersebut terdapat buku-
buku yang relevan dengan skripsi penulis sehingga penulis dapat 
melaksanakan pengolahan data dan analisis tentang ketentuan hukum yang 
diterapkan hakim, demikian pula dasar pertimbangannya dalam memutuskan 
perkara tersebut. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah beberapa 
pihak yang terkait dalam putusan perkara kepailitan pada PT. 
Gorontalo Wisata Mandiri dan terhadap pelaksanaan penyelesaian 
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utang debitur terhadap kreditur , yang terdiri dari Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Makassar dan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
2. Sampel 
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
ditentukan secara purposive yaitu menentukan sampel atas dasar 
tujuan tertentu. 
Ada pula yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah: 
a. Dalam lingkup instansi Pengadilan Niaga Makassar terdapat satu 
Panitera muda perdata, satu hakim pengawas, satu ketua majelis 
hakim dan dua hakim anggota yang menangani perkara kepailitan 
PT. Gorontalo Wisata Mandiri.  
b. Dalam Lingkup instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 
memutus perkara kasasi kasus kepailitan pada PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri terdapat  satu Hakim Agung dan dua hakim agung 
anggota. 
 
C. Sifat dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian  dengan menggunakan pendekatan 
yuridis normatif yaitu dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam 
perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah yang terkait 
mengacu pada data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer 
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dilapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hubungan 
antara peraturan yang satu dengan yang lain dan prakteknya 
diperadilan. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang 
terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di 
pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapakan , maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa: 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan 
membaca berbagai buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang 
mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data 
dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. 
Dalam hal ini melakukan teknik Interview (wawancara) yakni 
penelitian melakukan tanya jawab secara langsung terhadap 
Hakim Pengadilan Negeri Niaga Makassar yang telah memutus 
perkara ini dan kurator dari PT. Nincec Multi Dimensi. 
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E. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data 
yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Niaga 
Makassar yang telah memutus perkara ini serta Kurator dari PT. 
Nincec Multi Dimensi yang diluar dari bagian perkara tersebut. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh  melalui bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta 
mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas 
dalam penulisan skripsi. 
 
F. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, 
yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang 
dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Kasus Posisi 
Pemohon Pailit atau termohon kasasi yakni PT. Hulantalo Fajar Timur 
dan PT.Arga Prasetya   Karya Mandiri merupakan kontraktor yang memilki 
tugas dalam penyelesaian proyek pekerjaan pembangunan Hotel Quality 
Gorontalo yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.25, Kelurahan Ipilo, 
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia, yang 
merupakan asset dari termohon pailit.  Sedangkan termohon pailit atau 
pemohon kasasi yakni PT Gorontalo Wisata Mandiri merupakan Pemilik Hotel 
Quality Gorontalo .  
Antara termohon pailit dan pemohon pailit telah dibuat suatu kesepakatan 
bahwa para pemohon pailit ditunjuk untuk menyelesaikan proyek pekerjaan 
pembangunan Hotel Quality Gorontalo yang merupakan aset dari termohon 
pailit. PT Hulantalo Fajar Timur selaku Pemohon Pailit I ditunjuk melalui surat 
perjanjian pekerjaan tanggal 16 juli 2004 dengan pengadaan dan 
pemasangan “Fixture Furniture dan Interior Quality Hotel Gorontalo” dan 
melalui surat perjanjian pemborongan tanggal 01 Oktober 2004 dengan 
pekerjaan “Arsitek,Interior, dan Tapak Luar Gedung Quality Hotel Gorontalo”. 
Sedangkan PT. Arga Prasetya selaku Pemohon Pailit II ditunjuk melalui surat 
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perjanjian pemborongan tanggal 12 januari 2004 dengan jenis pekerjaan 
“Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Mekanikal dan elektrikal Proyek ” dan 
melalui surat perjanjian pemborongan tanggal 09 September 2004 dengan 
jenis pekerjaan yaitu “Lift,STP,Deep weel,Sanitary dan Landscape”.  
Bahwa seluruh pekerjaan telah diselesaikan berdasarkan kontrak dan 
telah pula diserahterimakan dari pemohon pailit I dan pemohon pailit II 
kepada termohon pailit, sedangkan dalam serah terima tersebut terdapat 
beberapa item pekerjaan yang disepakti untuk tidak diselesaikan karena 
terdapat keadaan berhenti membayar. Dalam hal ini muncul  kewajiban utang 
yang harus dibayar oleh termohon pailit terhadap pemohon pailit. kewajiban 
utang termohon pailit terhadap pemohon pailit telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih. Meskipun dalam kurun waktu kurang lebih terhitung sejak bulan 
Desember 2005 sampai saat permohonan pailit ini dimohonkan, Hotel Quality 
Gorontalo yang merupakan asset termohon pailit telah beroperasi dan setiap 
tahunnya memungkinkan untuk menghasilkan laba atau keuntungan, namun 
hingga waktu yang telah ditentukan, pada kenyataannya termohon pailit tidak 
seluruhnya memenuhi kewajiban pembayaran atas utang yang telaah jatuh 
tempo dan dapat ditagih.  
Berdasarkan uraian tersebut telah terbukti secara sederhana adanya 
utang kepada  dua atau lebih kreditor yakni termohon pailit terhadap 
pemohon pailit I dan pemohon pailit II yang telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih.memiliki. Dengan demikian, permohonan pernyatan pailit tersebut 
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telah sesuai dengan alasan-alasan hukum dalam Pasal  2 ayat (1) Undang-
undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang yakni memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih. Oleh karena itu telah terpenuhinya persyaratan pailit, maka pada 
tanggal 20 Desember 2010 Hakim pada Pengadilan Negeri Niaga Makassar 
menyatakan termohon pailit yakni PT. Gorontalo Wisata Mandiri pailit dengan 
segala akibat hukumnya. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Niaga Makassar 
atas Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Gorontalo Wisata 
Mandiri 
 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pernyataan Pailit 
Pemohon Pailit I dan Pemohonan Pailit II adalah agar Termohon Pailit PT. 
Gorontalo Wisata Mandiri  (Pemilik Hotel Quality Gorontalo), dinyatakan pailit 
dengan segala akibat hukumnya. 
Bahwa Pemohon Pailit  dalam permohonannya mendalilkan bahwa 
Pemohon Pailit adalah 2 (dua) dari beberapa kontraktor yang telah ditunjuk 
oleh Termohon Pailit untuk menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan 
Hotel Quality Gorontalo yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.25, 
Kelurahan Ipilo,  Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 
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Indonesia, 96115, yang mana Hotel tersebut adalah merupakan asset dari 
Termohon Pailit. 
Bahwa penunjukan Pemohon Pailit I (PT. Hulantalo Fajar Timur) selaku 
kontraktor oleh Termohon Pailit adalah berdasarkan surat perjanjian 
pekerjaan No.033/KTR-GWM/VII/04 tanggal 16 juli 2004, surat perintah kerja 
No.017/SPK/GWM/VII/2004 tanggal 16 juli 2004, dan surat perjanjian 
pemborongan No.034/KTR-GWM/X/2004 tanggal 01 oktober 2004 (Bukti PP-
1 s/d PP-4), sedangkan penunjukkan Pemohon Pailit II (PT Arga Prasetya 
Karya Mandiri) selaku kontraktor oleh termohon pailit adalah berdasarkan 
surat perjanjian pemborongan No.025/KTR-GWM/I/2001 tanggal 12 januari 
2004, surat perintah kerja No.035/SPK/KTR-GWM/VI/2004 tanggal 08 juni 
2005, surat perjanjian pemborongan No.026/KTR-GWM/IX/04 tanggal 09 
september 2004, surat perintah kerja No.016/SPK/KTR-GWM/IX/04 tanggal 
09 september 2004 (bukti PP-5 s.d PP-10) 
Bahwa seluruh pekerjaan berdasarkan kontrak telah diselesaikan dan 
telah pula diserahterimakan dari pemohon  pailit I dan pemohon  pailit II 
kepada termohon pailit, sesuai dengan berita acara Serah Terima Pertama 
dan Serah Terima Kedua (bukti PP-11a,PP-11b,PP-12a,PP-12b) 
Bahwa hasil audit BPKP Sulawesi Utara sisa utang termohon pailit 
kepada pemohon  pailit I adalah sebesar Rp.2.712.210.000,24,- (dua milyar 
tujuh ratus dua belas juta dua ratus sepuluh juta rupiah dan dua puluh empat 
sen) dan sisa utang kepada pemohon  pailit II adalah sebesar 
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Rp.1.660.782.558,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus 
delapan dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang seluruhnya 
adalah sebesar Rp. 4.372.992.558.24,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh 
dua juta Sembilan ratus Sembilan dua ribu lima ratus lima puluh delapan 
rupiah dan dua puluh empat sen), bukti PP-13,PP-14. 
Bahwa para pemohon telah berulang kali mengirimkan surat peringatan 
kepada termohon agar segera menyelesaikan seluruh kewajibannya namun 
termohon pailit tetap tidak membayar utangnya, (bukti PP-16a s/d 16f) dan 
termohon pailit telah berulang kali menyatakan dan mengakui utang-
utangnya melalui surat-surat yang dialamatkan kepada para pemohon  pailit, 
(bukti PP-17a s/d PP-17L). 
Bahwa terhadap dalil-dalil hukum pemohon  pailit tersebut, termohon 
pailit telah mengajukan tanggapan/jawaban pada pokoknya sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga Makassar tidak berwenang 
mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan perkara utang piutang 
antara pemohon  pailit dan termohon pailit yang sebagian besar utang 
termohon pailit telah dibayarkan dimana perkara ini adalah wewenang 
Pengadilan Negeri untuk itu permohonan pailit patut untuk ditolak; 
Menimbang, bahwa termohon pailit menolak seluruh dalil-dalil pemohon  
pailit oleh karena sebagian besar tidak benar dan tidak cukup beralasan 
hukum dan perkara ini adalah perselisihan tentang cara pembayaran yang 
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mengakibatkan adanya wanprestasi, oleh karena itu ccukup beralasan 
hukum permohonan pailit dinyatakan ditolak; 
Menimbang, bahwa dalil para pemohon  pailit tentang kedudukan 
pemohon dan termohon adalah tidak sesuai fakta, bahwa pemohon  pailit I 
yakni PT. Hulantalo Fajar Timur dari aspek legalitas perusahaan pemohon  
pailit I tidak berhak mendapatkan proyek pembangunan fisik bidang property 
baik eksterior maupun interior, dimana berdasarkan Akte Notaris No.83 
tanggal 16 Maret 2004, tujuan perseroan (PT. Hulantalo Fajar Timur) adalah 
mengembangkan usaha Pertanian dan Industri Agro di Provinsi Gorontalo, 
dan sejak didirikannya pada tanggal 16 Maret 2004 belum pernah 
mempunyai pengalaman pembangunan fisik dibidang property baik eksterior 
maupun interior; 
Menimbang, bahwa pemohon  pailit II yakni PT. Arga Prasetya, 
perusahaan ini adalah kontraktor yang memiliki administrasi pendukung dan 
pengalaman yang cukup akan tetapi surat perjanjian pemborongan 
No.025/KTR-GWM/1/2001 tanggal 12 januari 2004, ternyata tidak benar 
karena tidak ditemukan kontrak tersebut dan sebaliknya terdapat surat 
perjanjian pekerjaan No.032/KTR-GWM/VII/2004 tanggal 16 juli 2004 yang 
memiliki cacat administrasi, dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh 
para pihak pada tanggal 03 juni 2004, demikian pula surat perintah kerja  
No.017/SPK/GWM/VII/2004 mengacu pada kontrak No.032/KTR-
GWM/VII/2004 dan ternyata pekerjaan yang sesuai dengan kontrak 
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No.032/KTR-GWM/VII/2004 yang harus dilakukan oleh pemohon pailit I tidak 
dilakukan serah terima hasil pekerjaan dan atau pekerjaan tidak dilaksanakan 
100%. 
Menimbang, bahwa dalil pemohon pailit pada halaman 3 B.1 dan B.2 
tentang addendum II No.035/KTR-GWM/VI.05 dan surat perjanjian kerja 
No.101/SPK/GWM/VI/2005 adalah sangat keliru dan salah oleh karena 
addendum II No.035/KTR-GWM/VI.05  tanggal 08 juni 2005 nilai kontrak 
menjadi Rp.8.222.503.000,- berubah dari nilai kontrak induk (No.025/KTR-
GWM/1/2004 senilai Rp.4.400.000.000,- atau terjaadi penambahan nilai 
kontrak sebesar Rp.3.822.503.000,- pada addendum II tersebut, sejumlah 
Rp. 2.996.574.236,- tidak didukung oleeh bukti surat perintah kerjaa dan 
rekapitulasi anggaran biaya, sedangkan senilai Rp.855.928.810,- didukung 
oleh surat perintah kerja (101/SPK/GWM/VI/2005) dan rekapitulasi. 
Menimbang, bahwa tidak benar dan termohon menolak persyaratan 
pemohon bahwa seluruh pekerjaan berdasarkan kontrak telah diselesaikan 
dan diserah terimakan dari pemohon kepada termohon pailit berdasarkan 
berita acara serah terima pertama dan kedua. 
Menimbang, bahwa tidak benar pernyatakan pemohon, dimana tidak 
diselesaikannya pekarjaan oleh pemohon karena terdapat keadaan berhenti 
membayar oleh termohon dan penagihan hutang secara total dari nilai 
kontrak oleh pemohon terhadap seluruh dengan mengabaikan perhitungan 
pekerjaan  yang tidak dikerjakan sangat merugikan pihak termohon. 
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Menimbang, bahwa termohon mengakui bahwa sejak Mei 2005, Hotel 
Quality Gorontalo terus beroperasi dan melayani pelanggan domestik dan 
internasional, bahwa 5 tahun operasional Hotel Quality masih  terus 
mengalami kerugian, hal ini disebabkan oleh tingginya biaya investasi dimana 
telah terjadi pergeseran rencana anggaran biaya diawal pembangunan  dari 
senilai Rp.25 Miliar (feasibility study) namun dalam perjalanannya bertambah 
menjadi Rp.38 Miliar. 
Menimbang, bahwa memang benar termohon sejak bulan Januari tahun 
2007 belum dapat melaakukan pembayaran hutang, hal ini disebabkan oleh 
penggantian kepemilikan saham dari pemerintah kota dan provinsi yang 
dialihkan menjadi saham PT. Gorontalo Fitrah Mandiri dimana oleh 
manajemen yang baru dilakukan proses audit internal terhadap keberadaan 
asset hotel yang akhirnya menghasilkan temuan bahwa sejumlah tagihan  
hutang kontraktir tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi 
administrasi maupun fakta fisik dilapangan, sehingga dianggap perlu utnuk 
menunda pembayaran hutang tersebut sampai mendapat kebenaran yang 
pasti. 
Menimbang, bahwa tidak benar dalil pemohon pailit yang menyatakan 
para pemohon pailit dan termohon pailit kemudian bersepakat untuk 
menunjuk badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) 
perwakilan Sulawesi Utara untuk bertindak sebagai auditor independent, 
karena permintaan audit tersebut inisiatf dari termohon saja sesuai surat 
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permintaan audit khusus hutang oleh PT. Gorontalo Fitrah Mandiri (pesaham) 
No.900/GFM/075/II/09 tanggal 24 februari 2009. 
Menimbang, bahwa hasil audit temuan Audit BPKP memberikan 
keyakinan kepada termohon akan jumlah riil utang kepada pemohon dan 
pembayaran senilai Rp.140.000.000,- merupakan bukti itikad baik dari 
termohon untuk menyelesaikan utang piutang, diluar jalur Pengadilan Niaga 
atau Pengadilan lainnya. 
Menimbang, bahwa termohon menolak permohanan sita jaminan serta 
penunjukkan curator karena dalam ketentuan Pasal 15 UU No.37 tahun 2004 
tidak ada kata mauapun kalimat penjadwalan kembali pembayaran utang 
seperti yang ditulis oleh pemohon dalam permohoannnya pada halaman 8 
point 17, dan yang benar bahwa isi ketentuan UU No.37 tahun 2004 Pasal 15 
adalah tentang kepailitan dan penundaan kewajiabn pembayaran ytang 
sehingga permohonan demikian haruslah ditolak. 
Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon palit selain mengajukan 
jawaban pokok perkara juga mengajukan eksepsi; 
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi termohon pailit adalah bahwa 
Pengadilan Niaga Makassar tidak berwenang mengadili perkara  ini oleh 
karena merupakan perkara utang piutang anatar pemohon pailit dan 
termohon pailit yang sebagian besar utang termohon pailit telah dibayarkan 
akan tetapi sekarang ini termohon pailit belum dapat melunasi utang tersebut 
sehingga termohon pailit dalam keadaan wanprestasi atau tidak pemenuhan 
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janji dimana perkara ini adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk itu 
permohonan pailit patut ditolak; 
Menimbang, bahwa berdasarkaan Undang-undang No.37 tahun 2004 
Pasal 1 angka 6 “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat 
dinyatakan dalam uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang 
asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau 
kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib 
dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur 
untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur; 
Menimbang, bahwa dalam Pasal (6) tersebut diatas, antara lain 
menyebutkan bahwa “semua kewajiban yang timbul karena perjanjian atau 
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi 
memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta 
kekayaan debitur; 
Menimbang, bahwa permohonan pailit diajukan oleh pemohon adalah 
karena adanya kewajiban termohon pailit yang berawal dari surat perjanjian 
pemborongan (kontrak) sebagai berikut: 
 Pemohon pailit I berdasarkan surat perjanjian pekerjaan 
No.033/KTR-GWM/VII/04 tanggal 16 Juli 2004, dan surat perintah 
kerja No.017/SPK/GWM/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan surat 
perjanjian pemborongan No.034/KTR-GWM/X/04 tanggal 01 
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Oktober 2004, surat perintah kerja No.19/SPK/GWM/X/2004 
tanggal 01 Oktober 2004 (bukti PP-1 s/d PP-4) dan (bukti T3,TV); 
 Pemohon pailit II berdasarkan surat perjanjian pemborongan 
No.025/KTR-GWM/I/2001 tanggal 12 Januari 2004, surat perintah 
kerja No.015/SPK/GWM-JKT/I/2004 tanggal 12 Januari 2004  dan 
addendum II No.035/KTR-GWM/VI/05 tanggal 08 Juni 2005, Surat 
perintah kerja No.101/SPK/GWM/VI/2005 tanggal 08 Juni 2005, 
Surat perjanjian pemborongan No.026/KTR-GWM/IX/04 tanggal 09 
September  2004, Surat perintah kerja No.016/SPK/GWM/IX/04 
tanggal 09 September  2004 (bukti PP-5 s/d PP-10) dan (bukti 
T1,T2,T4). 
 
Menimbang, bahwa pada perjanjian-perjanjian tersebut diatas pemohon 
pailit sebagai pihak kedua dan termohon pailit sebagai pihak pertama yang 
berdasarkan Pasal 1338 KUHperdata “semua persetujuan yang dibuat sesuai 
dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. 
Menimbang, bahwa dalam perjanjian pemborongan (kontrak) diatas 
menimbulkan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 
jumlah uang dan para pemohon pailit sebagai pihak kedua yang dalam Pasal 
1 ayat 2 UU No.37 tahun 2004 disebut sebagai Kreditor sedangkan termohon 
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pailit sebagai pihak pertama yang dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.37 tahun 
2004 disebut sebagai Debitor. 
Menimbang, bahwa Pasal 2, 3, UU No.37 tahun 2004 sebagai berikut: 
Pasal 2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian 
atau undang-undang  yang dapat ditagih dimuka pengadilan; 
Pasal 3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau 
undang-undang  yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan; 
 Menimbang, bahwa dibuatnya UU No.37 tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, salah satu 
pertimbangannya adalah sebagai sarana hukum  untuk penyelesaian utang-
piutang, dan terdapat lebih dari dua kreditor dalam hal tersebut, maka 
dengan diajukannya permohonan pailit oleh pemohon kepada termohon 
tersebut karena adanya utang-piutang yang berawal dari surat perjanjian 
pemborongan (kontrak) tersebut diatas dengan demikian maka Pengadilan 
Niaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan 
oleh pemohon. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan Kepres No. 97 tahun 1999 tanggal 
18 Agustus 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga, maka wilayah 
hukum Pengadilan Niaga Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan 
Irian Jaya, maka Pengadilan Niaga Makassar berwenang melakukan 
pemeriksaan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dalam 
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perkara ini, karena itu eksepsi yang diajukan termohon pailit tersebut 
haruslah dikesampingkan. 
 Menimbang, untuk selanjutnya maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit pemohon pailit, apakah 
beralaskan hukum untuk dikabulkan atau tidak; 
  Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan 
pernyataan pailit, secara tegas UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan 
tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) yang 
mempunyai unsur-unsur esensial, sebagai berikut: 
1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; 
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 
jatuh waktu dan dapat ditagih; 
3. Atas permohonan sendiri maupun atas permohonan seseorang 
atau lebih kreditur; 
Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon Pailit apakah sudah 
memenuhi unsur-unsur tersebut diatas untuk itu Majelis Hakim akan 
mempertimbangkannya sebagai berikut: 
Ad. 1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur 
 Menimbang, bahwa apabila mencermati persyaratan ini telah 
ditentukan permohonan pailit hanya dapat dikabulkan apabila debitur 
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mempunyai dua atau lebih kreditur, hal ini berarti kalau hanya mempunyai 
seorang kreditur saja maka tidak dapat dijatuhkan Putusan Pailit; 
Menimbang, bahwa karena Permohoan Pernyataan Pailit Pemohon 
Pailit, adalah diajukan oleh pemohon I PT. Hulantalo Fajar Timur dan 
pemohon II PT. Arga Prasetya Karya Mandiri, sama-sama mempunyai 
tagihan kepada termohon pailit, yang masing-masing berawal dari surat 
perjanjian pekerjaan (kontrak) sebagaimana tersebut diatas, dengan 
demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur debitur harus 
mempunyai dua atau lebih Kreditur telah terpenuhi dengan sempurna. 
 
Ad.2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 
jatih waktu dan dapat ditagih; 
 menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “utang” menurut Majelis 
Hakim pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.37 tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan: 
 “ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 
dalam uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik 
secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atanu kontinjen, 
yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi 
oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk 
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”. 
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Menimbang, bahwa mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktu 
dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang adalah: 
“ Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena 
telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana 
diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang 
berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter atau Majelis 
arbiterase”. 
Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 
No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran 
utang tersebut dan dihubungkan dengan surat perjanjian sebagai berikut 
untuk: 
 Pemohon Pailit I berdasarkan Surat perjanjian pekerjaan 
No.003/KTR-GWM/VII/04 tanggal 16 Juli 2004, Surat perintah 
kerja No.017/SPK/GWM/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004, jangka 
waktu melakukan pekerjaan 120  hari  kelender, mulai kerja 16 juli 
2004 selesai 30 september 2004 dan Surat perjanjian 
pemborongan No.034/KTR-GWM/X/04 tanggal 01 Oktober 2004, 
Surat perintah kerja No.19/SPK/GWM/X/2004 tanggal 01 Oktober 
2004, jangka waktu melakukan pekerjaan 180 hari kelender, mulai 
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kerja 02 Oktober 2004 selesau 28 Februari  2004 (bukti PP-1 s/d 
PP-4) dan (bukti T3,TV); 
  Pemohon Pailit II berdasarkan Surat perjanjian pemborongan 
No.025/KTR-GWM/I/2001 tanggal 12 Januari 2004, Surat 
perjanjian kerja No.015/SPK/GWM-JKT/I/2004 tanggal 12 Januari 
2004 jangka waktu melakukan pekerjaan 180 hari kelender, mulai 
kerjal 12 Januari 2004  selesai 30 Juni 2004 dan addendum II 
No.035/KTR-GWM/VI/05 tanggal 08 Juni 2005 Surat perintah kerja 
No.101/SPK/GWM/VI/2005 tanggal 08 Juni 2005, jangka waktu 
melakukan pekerjaan 180 hari kelender, mulai kerja 12 Januari 
2004 selesai 30 Juni 2004, Surat perjanjian pemborongan 
No.026/KTR-GWM/IX/04 tanggal 09 September 2004, Surat 
perintah kerjaa No.016/SPK/GWM/IX/04 tanggal 09 September 
2004 jangka waktu melakukan pekerjaan 180 hari kelender, mulai 
kerja 09 September 2004 selesai 30 November 2004 (bukti PP-5 
s/d PP-10) dan (bukti T1,T2,T4). 
Dan berita acara serah terima pekerjaan, bukti PP-11a, PP-11b, PP-
12a, PP-12b akan tetapi bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya 
dipersidangan sehingga hanya dijadikan petunjuk mengenai jangka waktu 
melakukan pekerjaan dalam surat perjanjian tersebut diatas, maka terbukti 
bahwa utang termohon pailit kepada pemohon pailit telah jatuh tempo 
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sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
Menimbang, bahwa selain dari pada itu, sesuai dalil Pemohon pailit 
berdasarkan surat peringatan yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit kepada 
Termohon Pailit tertanggal 30 Maret 2009, tanggal 18 Mei 2009, tanggal 22 
Juli 2009, dan tanggal 18 Juni 2009 (vide bukti PP-16a,16b,16c,16d) maka 
dapat disimpulkan bahwa Termohon Pailit belum memenuhi kewajiban, yang 
menyebabkan utang telah jatuh tempo. Hal ini sejalan dengan ketentuan 
Pasal 1238 KUHPerdata, yang pada pokoknya menentukan bahwa Debitur 
dianggap lalai bila ada suatu surat perintah atau akta pernyataan lalainya 
debitur yang dikirimkan Kreditur, sehingga sebelumnya terlebih dahulu ada 
surat teguran kepada Debitur. 
Menimbang, bahwa dengan diadakannya kesepakatan mengenai 
jumlah utang piutang sebagaimana Berita Acara Kesepakatan tanggal 25 
April 2009 (vide bukti PP-13, PP-14) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
mengenai utang piutang tidak perlu dipertentangkan lagi, namun demikian 
mengenai jumlah utang dapat diverifikasi dalam proses kepailitan nantinya 
apabila memang terbukti syarat-syarat kepailitan lainnya. 
Menimbang, bahwa setelah mencermati bantahan dari Termohon Pailit 
khususnya mengenai bantahan atas Legalitas Perusahaan Pemohon I yang 
anatara lain menyatakan bahwa Pemohon I tidak berhak mendapat proyek 
pembangunan fisik bidang properti baik eksterior maupun interior dan hanya 
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dapat mengembangkan industri pertanian dan industri Agro, hal tersebut 
sehaarusnya dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan tender dan bukan 
setelah Perusahaan tersebut selesai melakukan pekerjaan yang diperjanjikan 
sedangkan pada Pemohon II tentang adanya kekeliruan penulisan tahun 
surat perjanjian kontrak, sehingga dapat disimpulkan bahwa seandainya 
Termohon Pailit mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya 
seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Termohon Pailit yang beritikad baik 
adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU). Namun Termohon Pailit tidak mengajukan hal tersebut sehingga 
Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan Termohon Pailit tersebut 
adalah untuk mencari alasan pembenaran terhadap kelalaian yang telah 
dilakukannya terhadap Pemohon Pailit. 
Menimbang, bahwa berdasarkaan pertimbangan hukum tersebut maka 
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Debitur tidak membayar lunas 
sedikitanya satu utang yang telaah jatuh waktu dan dapat ditagih juga 
terpenuhi secara sempurna. 
 
Ad3. Atas Permohonan Sendiri Atau Atas Permintaan Seorang Atau 
Lebih Kreditur; 
 Menimbang, bahwa berdasrkan fakta hukum yang terbukti 
dipersidanganm permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan oleh Pemohon 
Pailit  I yakni PT. Hulantalo Fajar Timur dan Pemohon Pailit II yakni PT. Arga 
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Prasetya Karya Mandiri, keduanya adalah kreditur dar Termohon Pailit 
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur ke-3 
(tiga) inipun telah terpenuhi pula menurut hukum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti 
dipersidangan, tentang adanya utang Termohon Pailit, telah dapat dibuktikan 
secara sederhana bahwa salah satu syarat untuk dapat dinyatakan pailit 
tersebut telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan utang yang telah jatuh 
tempo dan dapat ditagih juga telah terbukti secara sederhana, karena telah 
diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 
No,37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang. Hal ini disebabkan karena Surat perjanjian pemborongan (kontrak) 
telah berakhir dan telah dilakukan serah terima, tetapi Termohon Pailit belum 
juga membayar hutangnya meskipun telah diperingatkan berdasarkan 
somasi-somasi dari Pemohon Pailit, maka dengan mengacu pada ketentuan 
Pasal 1238 KUHPerdata, maka terbukti bahwa utang tersebut telah jatuh 
waktu dan dapat ditagih. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangaan hukum 
diatas akhirnya Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pernyataan Pailit 
dari Pemohon telah memenuhi persyaratan dan telah terbukti secara 
sederhana bahwa persyaratan untuk sah dinyatakan pailit sebagaimana 
maksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat 4 Undang-undang 
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No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan, sedangkan Termohon Pailit 
dalam buku buktinya tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh 
karena itu Termohon Pailit yakni PT.  Gorontalo Wisata Mandiri harus 
dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. 
Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.37 tahun 2004 
tersebut menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua 
kekayaan Debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan 
Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas, maka dengan demikian 
permohonan sita jaminan yang diaajukan oleh Pemohon Pailit terhadap harta 
benda milik Termohon Pailit tidak perlu dilaksanakan oleh karena itu 
permohonan Sita Jaminan ditolak. 
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Pailit dinyatakan Pailit, 
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.37 
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) dalam putusan Pernyataan Pailit ini harus diangkat seorang Hakim 
Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan 
Negeri Makassar yang namanya akan ditentukan dalam putusan ini. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 
(3) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pemohon Pailit dalam 
permohonannya telah memohon agar dalam putusan perkara ini ditunjuk dan 
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diangkat saudara SUHENDAR ASIDO HUTABARAR, S.H., S.E.,M.M.,M.H., 
Kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI No.C.HT.05.15-114, tertanggal 07 Juni 2006 beralamat Kantor di 
Jalan Hayam Wuruk No.3Q, Gambir, Jakarta Pusat, 10120 sebagai Kurator 
dalam kepailitan ini. 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca pernyataan dari 
Kurator tersebut, yang bersangkutan menyatakan dirinya tidak mempunyai 
benturan kepentingan dengan Debitur maupaun Kreditur serta tidak sedang 
menangani tiga perkara kepailitan, maka Permohonan Pemohon Pailit 
tersebut beralaskan hukum untuk dikabulkan. 
Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan 
kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia No.09.HT.05.10., Tahun 1998, tanggal 22 
September 1998 setelah Kurator menjalankan tugasnya. 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Pailit 
dikabulkan maka Termohon Pailit harus dibebani pula untuk membayar biaya 
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. 
Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 
Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), beserta ketentuan lain yang 
bersangkutan dengan perkara ini. 
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MENGADILI 
1. Mengabulkan Permohonan Pernyatan Pailit PEMOHON PAILIT; 
2. Menyatakan TERMOHON PAILIT yakni PT. Gorontalo Wisata 
Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo), suatu Perseroam 
Terbatas, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.25 Kelurahan 
Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kotamadya Gorontalo, Provinsi 
Gorontalo, Indonesia 96115 dengan segala akibat hukumnya; 
3. Menolak permohonan Sita Jaminan dari Pemohon 
4. Mengangkat Sdr. PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, 
S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengawas; 
5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUHENDAR ASIDO 
HUTABARAT, S.H., S.E.,M.M.,M.H., Kurator dan pengurus 
yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
RI No.C.HT.05.15-114, tertanggal 07 Juni 2006 beralamat 
Kantor di Jalan Hayam Wuruk No.3Q, Gambir, Jakarta Pusat, 
10120 sebagai Kurator dalam kepailitan ini. 
6. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan 
kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; 
7. Membebankan Termohon Pailit untuk membaya biaya perkara 
sebesar Rp.2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah); 
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C. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung atas Permohonan 
Kasasi terhadap PT. Hulantalo Fajar Timur. 
Bahwa setelah itu oleh para Termohon kasasi/Pemohon I dan 
pemohon I yang pada tanggal 29 Desember 2010  telah diberitahu 
tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi I/ Termohon dan Pemohon 
kasasi II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan 
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing 
pada tanggal 05 Januari 2011; 
Bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah 
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 
tenggang waktu dan dengan cara yang sitentukan dalam undang-
undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dapat 
diterima; 
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi I/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya 
adalah : 
1. Bahwa judex facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar 
salah menerapkan hukum dalam menentukan objek perkara 
kepailitan dalam perkara ini; 
2. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya yang berpendapat 
mengabulkan Pemohon Pailit adalah sangat keliru karena tidak 
mempertimbangkan sama sekali alat bukti surat yang diajukan 
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oleh Pemohon Kasasi dan hanya terkesan memihak dalam 
pertimbangan hukumnya; 
3. Bahwa pertimbangan judex facti adalah salah/keliru oleh karena 
pertimbangan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, bahwa 
hubungan hukum yang terjadi antara PT. Hulantalo Fajar Timur 
dan PT. Arga Prasetya Karya Mandiri (Termohon Kasasi), 
dengan PT. Gorontalo Wisata Mandiri, Pemilik Hotel Quality 
Gorontalo (Pemohon Kasasi) adalah hubungan hukum 
Pemborongan Kerja (penerima kerja dengan pemberi kerja). 
Dimana ada kekurangan pembayaran, sehingga hal ini 
bukanlah merupakan “Utang”; 
4. Bahwa pengertian “utang” dalam undang-undang Kepailitan 
seharusnya timbul dari hubungan hukum utang piutang, dan 
pengertian “utang” yang tidak dibayar oleh Debitur itu adalah 
“utang pokok dan bunganya”. Dan dalam kasus ini, akibat 
hukum yang timbul dengan adanya hubungan hukum 
Pemborongan Kerja tersebut diatas adalah wanprestasi, yang 
tuntutannya seharusnya diajukan berupa “Gugatan Perdata” ke 
Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga seperti yang 
termuat dalam Eksepsi Pemohon Kasasi dan hal ini sesuai 
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.05/K/N/1999, tanggal 
02 Maret 1999 dan No.05/K/N/1999 tanggal 25 Februari 1999; 
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5. Bahwa judex facti Pengadilan Niaga Makassar telah salah 
menerapkan hukum dalam perkara ini dimana bahwa yang 
menjadi dasar pailit adalah kekurangan pembayaran yang 
dalam hal ini didasarkan kepada Surat dari Ketua Tim Pansus 
DPRD Provinsi Gorontalo yang memerintahkan supaya tidak 
melanjutkan atau memberhentikan sementara pembayaran 
kekurangan kepada para Pemohon Pailit dengan alasan bahwa 
sesuai hasil pemeriksaan Tim Pansus tersebut terindikasi telah 
terjadi penggelembungan harga dalam pembangunan Hotel 
Quality tersebut dan kasus tersebut telah dilaporkan pada Polda 
Gorontalo yang sekarang ini dalam penyelidikan, dan untuk 
kebenarannya terlampir penggilingan Polda dalam memori 
kasasi ini; 
6. Bahwa apabila terjadi Pailit maka sangat jelas akan adanya 
PHK seluruhnya karyawan yang berjumlah 106 Pekerja, 
sehingga terjadi Pengangguran, berkurangnya P.A.D 
(Pendapatan Asli daerah) Pemda Tk.II dan Tk.I Provinsi 
Gorontalo; 
7. Bahwa putusan Pengadilan Niaga Makassar sangat jelas dan 
mengabaikan rasa keadilan atau setidak-tidaknya putusan 
tersebut dijatuhkan tidak Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa  karena seharusnya Majelis Hakim 
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Pengadilan Niaga Makassar memeriksa kembali tentang 
perbuatan Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi yang sengaja 
tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak yaitu tidak 
membangun fasilitas kolam renang, furniture kamar, furniture 
ruang serba guna dan lain-lain, serta telah melakukan 
penggelembungan harga kemudia menyerahkan kepada 
Termohon Pailit/ Pemohon Kasasi pekerjaan 100% selesai 
sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi; 
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur Pasal 2 ayat 
(1) Undang-undang No.37 Tahun 2004, yaitu: 
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 
dandapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan 
baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu 
atau lebih Krediturnya” 
 
1. Unsur Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur: 
Bahwa peryimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, 
bahwa setelah mencermati bantahan dari Termohon 
pailit khususnya mengenai bantahan atas legalitas 
Pemohon I yang anatara lain menyatakan bahwa 
Pemohon tidak berhak mendapat proyek pembangunan 
fisik bidang property baik eksterior maupun interior dan 
hanya dapat mengembalikan industri pertanian dan 
industri agro, hal tersebut seharusnya dilakukan pada 
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tahap verifikasi persyaratan tender dan bukan setelah 
perusahaan tersebut selesai melakukan pekerjaan yang 
diperjanjikan; 
Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru 
oleh karena proses tersebut tidak dilakukan melalui 
tahap verifikasi dalam suatu proses tender melainkan 
hanya melalui proses penunjukan langsung tanpa melalui 
prosedur; 
Pelelangan dan tidak melalui suatu pengumuman 
sehingga tidak terdapat Perusahaan Pembanding; 
Bahwa pembangunan Hotel Quality menggunakan dana 
dari pihak swasra, perbankan, dan APBD Pemerintah 
Daerah Kota Gorontalo dan APBD Pemerintah Daerah 
Provinsi Gorontalo, sehingga seharusnya pemberian 
pekerjaan harus melalui mekanisme tender atau 
pelelangan; 
Bahwa ternyata proses penunjukan langsung ini penuh 
dengan Kolusi, hal ini mengingat sampai Juni 2004 (3 
bulan) sebelum pelaksanaan proyek pembangunan, 
Direktur Utama Termohon Kasasi I masih tercatat 
sebagai Wakil Direktur PT. Gorontalo Wisata Mandiri 
(Hotel Quality). Sehingga secara hukum jelaslah  bahwa 
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Pt. Hulantalo Fajar Timur sebagai main Kontraktor 
sangat subjektif dan tidak accountable; 
Dengan demikian unsure Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang No.37 Tahun 2004 tersebut menurut Pemohon 
hanya dipenuhi oleh  1 kreditur, sehingga pertimbangan 
Majelis Hakim dalam perkara ini  adalah keliru dan harus 
dibatalkan; 
2. Unsur Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang 
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan 
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
diatas, maka Majelis Hakim  berpendapat bahwa unsur 
Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah 
jatuh waktu dan dapat ditagih juga terpenuhi secara 
sempurna; 
a. Bahwa menyangkut unsur ini pihak Termohon/ 
Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran, 
dibuktikan dengan pembayaran yang dilakukan oleh 
pihak Termohon/ Pemohon Kasasi sebagai berikut : 
Pemohon I 
Total Nilai Proyek   Rp. 11.979.760.000,- 
Terbayar oleh Termohon  Rp.   8.102.893.788,- 
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Audit BPKP atas pekerjaan yang  
 tidak dilaksanakan   Rp.   1.164.656.211,- 
Saldo     Rp.   2.712.210.000,- 
         Pemohon II 
         Total Nilai Proyek   Rp.   8.222.503.000,- 
         Terbayar oleh Termohon  Rp.   5.665.093.942,- 
         Audit  BPKP atas pekerjaan yang 
         Tidak dilaksanakan   Rp.      896.626.500,- 
         Saldo     Rp.    1.660.782.558,- 
b. Bahwa pada tahun 2007 terjadi penggantian 
Manajemen dimana Direktur Utama PT.Gorontalo 
Wisata Mandiri (Sdr. Ali Shahab) digantikan oleh 
Direksi dari PT. Gorontalo Fitrah Mandiri (Badan 
Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo) sebagai 
pemegang saham Mayoritas dan ketika itu 
pembayaran  sisa pemborongan pekerjaan tetap 
dilakukan oleh Direksi baru (Pembayaran Rp. 
1.045.000.000,-) namun untuk mendapat kepastian 
tentang keseluruhan jumlah keuangan  pembayaran 
kepada kontraktor, maka pihak Direksi baru atas 
inisiatif sendiri meminta BPKP Perwakilan Sulawesi 
Utara untuk bertindak sebagai Auditor independent 
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untuk mengaudit jumlah kekurangan pembayaran 
tersebut, hal ini dilakukan karenaa adanya keraguan 
terhadap jumlah dan fakta bahwa sejumlah pekerjaan 
tidak dilaksanakan oleh Pemohon Pailit/  Termohon 
Kasasi,  sehingga dengan adanya hasil audit tersebut 
antara pihak Pemohon dan Termohon menyepakati 
jumlah kekurangan  pembayaran pihak Termohon 
adalah Rp.4.372.992.558,-. Pihak Termohon Pailit/ 
Pemohon Kasasi dengan itikad baik akan melakukan  
pembayarn tersebut namun dengan adanya 
Rekomendasi dari Pansus DPRD Provinsi Gorontalo 
untuk menghentikan sementara pembayaran hutan 
tersebut oleh karena dengan ditemukan adanya 
dugaan penggelembungan nilai (mark up) 
pembangunan proyek dari fasilibility study yang 
semula berjumlah Rp.25.000.000.000,- menjadi Rp. 
38.000.000.000,-. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
proses penyelidikan oleh pihak Polda Gorontalo, 
sehubungan dengan adanya dugaan terjadi Tindak 
Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pemohon, 
dengan demikian terbukti dengan jelas kalau 
Termohon atau Debitur ada melakukan pembayarn 
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maka unsur tidak membyara sedikitpun satu utang 
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah tidak 
benar; 
3. Unsur Azas permohonan sendiri atau permintaan 
seseorang lebih Kreditur 
Berdasarkan bantahan seperti yang diuraikan tersebut 
maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut 
hukum; 
Dari keseluruhan pertimbangan dan bukti-bukti diatas 
telah ternyata keseluruhan unsur ataupun setidak-
tidaknya salah satu unsur sebagaimana Pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang No.37 tahun 2004 harus dinyatakan 
tidak terpenuhi sehingga keputusan Pailit terhadap 
Pemohon Kasasi dinyatakan tidak berdasar dan harus 
dibatalkan; 
9. Bahwa judex facti sangat Nampak dalam putusannya tidak adil 
dalam mengambil keputusan yang tidak mempertimbangkan 
alat bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit/ Pemohon Kasasi 
yang tercermin dalam putusannya yang keseluruhannya hanya 
menilai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon; 
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Menimbang bahwa alasan-alasaan yang diajukan Menimbang, bahwa 
alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori 
kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 
1.  Bahwa Pemohon Kasasi adalah kreditur sah dari PT. Gorontalo Wisata 
Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I), sehingga 
berhak mengajukan permohonan kasasi dan memori kasasi dalam 
perkara a quo berdasarkan Pasal 11 ayat 3 UndangUndang Kepailitan ; 
1.1. Bahwa Pemohon Kasasi II adalah kreditur sah dari PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I) 
yang mempunyai hak tagih atas piutang-piutang yang belum dibayar 
oleh Termohon Kasasi I didasarkan atas Penunjukan PT. Adi Karya 
(Persero) Tbk Contruction VI Division oleh PT. Gorontalo Wisata 
Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) untuk pembangunan proyek 
Hotel Quality di Gorontalo milik PT. Gorontal Wisata Mandiri (Pemilik 
Hotel Quality Gorontalo) dengan hukum sebagai berikut : 
1.1.1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Struktur Proyek Hotel Quality 
No.03/KTR-GWM/XI/2003 tanggal 03 Nopember 2003 yang 
ditandatangani PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Pemilik Hotel 
Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I) dengan PT. Adhi 
Karya (Persero) Tbk Construction VI Division (Pemohon 
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Kasasi) (bukti PK-1) ; 
1.1.2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Struktur Proyek Hotel Quality 
No.06/KTR-GWM/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 yang 
ditandatangani PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Pemilik Hotel 
Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I) dengan PT. Adhi 
Karya (Persero) Tbk Construction VI Division (Pemohon 
Kasasi) (bukti PK-2) ; 
1.1.3. Addendum Pertama No.04/KTR-GWM/III/04 tanggal 01 Maret 
2004, yang ditandatangani PT. Gorontalo Wisata Mandiri 
(Pemilik Hotel Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I) dengan 
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Construction VI Division 
(Pemohon Kasasi) (bukti PK-3) ; 
1.1.4 Addendum Kedua No.05/KTR-GWM/VII/04 tanggal 01 Juli 
2004, yang ditandatangani PT. Gorontalo Wisata Mandiri 
(Pemilik Hotel Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I) dengan 
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Construction VI Division 
(Pemohon Kasasi) (bukti PK4) ; 
1.1.5. Surat Penagihan No.14/BAP-GWMNIII/04 tanggal 25 Agustus 
2004 dari PT. Adi Karya (Persero) Tbk (Pemohon Kasasi) 
kepada Surat Perjanjian Pelaksanaan Proyek Arsitektur Hotel 
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Quality No.06/KTR-GWMNIII/04 tanggal 02 Agustus 2004 yang 
ditandatangani PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Pemilik Hotel 
Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I) dengan PT. Adhi 
Karya (Persero) Tbk Construction VI Division (Pemohon 
Kasasi) (bukti PK-5)  
1.1.6. Surat Penagihan No.14/BAP-GWM/VIII/01 tanggal 27 
September 2004 dari PT. Adi Karya Persero Tbk Contruction 
VI Division (Pemohon Kasasi) kepada Surat Perjanjian 
Pelaksanaan Proyek Arsitektur Hotel Quality No.06/KTR-
GWMNI11/04 tanggal 02 Agustus 2004 yang ditandatangani 
PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) 
(Termohon Kasasi I) dengan  PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 
Construction VI Division (Pemohon Kasasi) (bukti PK 6) 
1.1.7. Surat Penagihan No.17/BAP-GWM/VIII/04 tanggal 26 Oktober 
2004 dari PT. Adi Karya (Persero) Tbk Contruction VI Division 
(Pemohon Kasasi) kepada Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Proyek Arsitektur Hotel Quality No.06/KTR-GWM/VIII/04 
tanggal 02 Agustus 2004 yang ditandatangani PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) (Termohon 
Kasasi I) dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Construction 
VI Division (Pemohon Kasasi) (bukti PK-7) 
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1.1.8. Surat Penagihan No.05/BAP-GWM/VIII/04 tanggal 02 
Desember 2004 dari PT. Adi Karya (Persero) Tbk Contruction 
VI Division (Pemohon Kasasi) kepada Surat Perjanjian 
Pelaksanaan Proyek Arsitektur Hotel Quality No.06/KTR-
GWM/VIII/04 tanggal 02 Agustus 2004 yang ditandatangani 
PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) 
(Termohon Kasasi I) dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 
Construction VI Division (Pemohon Kasasi) (bukti PK-6) 
1.1.9. Surat Penagihan No.19/BAP-GWM/X11/04 tanggal 20 
Desember 2004 dari PT. Adi Karya (Persero) Tbk Contruction 
VI Division (Pemohon Kasasi) kepada Surat Perjanjian 
Pelaksanaan Proyek Arsitektur Hotel Quality No.06/KTR-
GWMNIII/04 tanggal 02 Agustus 2004 yang ditandatangani PT. 
Gorontalo Wisata  Mandiri (Pemilik Hotel Quality Goro Kasasi 
I) dengan PT. Adhi Karya Persero Tbk. Contruction VI Division 
(Pemohon Kasasi) (Bukti PK-6) 
1.1.10.Surat Pernyataan Direktur Utama dan Komisaris Utama Surat               
PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) 
(Termohon Kasasi I) kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 
Construction VI Division (Pemohon Kasasi) 
No.0020/GWM/75/III/ 09, tanggal 31 Maret 2009 (bukti PK-10)  
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1.2.  Bahwa PT. Adi Karya (Persero) Tbk Construction VI Division 
(Pemohon Kasasi II) telah menyelesaikan Arsitektur Hotel Quality 
tersebut, namun sampai dengan saat ini PT. Gorontalo Wisata 
Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I), 
(Termohon Kasasi) belum melunasi pembayaran kepada Pemohon 
Kasasi II, sehingga total utang PT. Gorontalo Wisata Mandiri 
(Pemilik Hotel Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I) kepada PT. 
Adhi Karya (Persero) Tbk (Pemohon Kasasi II) adalah sebesar 
Rp.1.821.327.380,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta 
tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), 
setelah dikurangi pembayaran bulan Maret s/d Nopember 2010 
sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai 
dengan Surat No.0020/GVVM/114/3/2010 tanggal 17 Maret 2010 
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I ; 
1.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti Pemohon Kasasi 
adalah kreditur yang sah dari Termohon Kasasi I yang mempunyai 
hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan kasasi dan 
memori kasasi dalam perkata a quo sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) 
Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 ; 
2.   Bahwa Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru dan Menutupi Rekayasa 
Yang Dilakukan Oleh Para Pemohon Pailit dan Pemohon Kasasi I Yang 
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Bertujuan Untuk Menghindari Pembayaran-Pembayaran Utang Kepada 
Kreditur-Kreditur yang  Sah, Karena : 
Jika Dalam Kondisi Pailit Atas Bantuan Para Pemohon Seolah-olah 
Termohon Kasasi I Memposisikan Dirinya tidak Mampu Membayar Dan 
Dengan Begitu Dapat Dengan Mudahnya Terhindar Membayar Utang 
Kepada Kreditur Dan Melempar Tanggung Jawab Pembayaran Kepada 
Kurator, Sedangkan Secara Faktual Termohon Kasasi I Masih 
Mengoperasionalkan Hotel Quality Dan Mempunyai Kemampuan 
Membayar Kepada Para Kreditur 
2.1.  Fakta bahwa perkara kepailitan ini hanya sebatas rekayasa semata 
hasil kerja sama Para Pemohon Pailit dan Termohon Kasasi I 
dengan tujuan menyelamatkan kekayaan Termohon Kasasi I untuk 
membayar utang-utangnya kepada kreditur dengan seolah-olah 
mengorbankan asset tanah dan bangunan yang dikenal dengan 
Hotel Quality untuk dieksekusi dalam proses pailit untuk membayar 
utang kepada kredtur, sedangkan aset lainnya telah diselamatkan 
sebelumnya dan terhindar dari proses pailit ; 
2.2. Selain itu dalam proses persidangan pailit di Pengadilan Niaga juga 
banyak terdapat bukti-bukti kejanggalan (keanehan-keanehan) yang 
sangat kasat mata membuktikan adanya rekayasa, namun 
97 
 
dikesampingkan oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu : 
2.2.1. Sangat aneh dan tidak masuk akal, bahwa Fikri Assegaf 
sebagai Direktur Umum PT. Hulontalo Fajar Timur 
(Termohon Kasasi II) dahulunya (Pemohon I), pada tanggal 
16 Maret 2004 tercatat sebagai Wakil Direktur PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri (Termohon Kasasi I), hal ini membuktikan 
bahwa ada indikasi Termohon Kasasi I secara langsung 
maupun tidak langsung berniat untuk mempailitkan dirinya 
sendiri sehingga  akan membebaskannya dari kewajiban-
kewajiban pembayaran kepada Pemohon Kasasi maupun 
para kreditur lainnya 
2.2.2.Sangat aneh dan tidak masuk akal bahwa secara factual sejak 
Mei 2005 Termohon Kasasi I sampai dengan saat ini masih 
menjalankan usahanya dengan baik,terbukti  bahwa Hotel 
Quality yang dikelola oleh Kasasi I masih dapat melayani 
pelanggara domestik dan internasional dan memberikan 
pemasukan  keuangan kepadaTermohon Kasasi I dari hasil 
Pembayaran para pelanggarannya ; 
2.2.3. Sangat aneh dan tidak masuk akal, bahwa secara faktual 
dalam menjalankan operasinya Hotel Quality yang didukung 
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oleh kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang karyawan, 
yang secara nyata keberadaan Hotel Quality tersebut 
memberikan kontribusi yang sangat besar untuk menopang 
kehidupan atashidup dan harkat martabat 100 (seratus) 
orang karyawan, akan diberhentikan harapan hidupnya 
dengan kepailitan Termohon Kasasi I ; 
2.2.4.Sangat aneh dan tidak masuk akal, PT. Arga Prasetya bahwa 
Termohon sebagai kreditur, Termohon Kasasi Kasasi dapat 
memposisikan sedangkan berdasarkan faktanya III, tidak 
mempunyai dan tidak menunjukkan surat perjanjian 
pemborongan (kontrak) No.025/KTR-GWM/I/2001 tanggal 12 
Januari 2004, yang dijadikan dasar dan bukti oleh Termohon 
Kasasi III untuk mengajukan tagihan serta mempailitkan 
Termohon Kasasi I ; 
2.3. Bahwa atas bukti-bukti kejanggalan dan keanehan tersebut diatas, 
seharusnya Hakim Tingkat Pertama menyadari adanya rekayasa 
dalam perkara ini dan tidak dengan segitu mudahnya menjatuhkan 
putusan pailit dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
2.3.1. Seharusnya Hakim Tingkat Pertama mengkaji jawaban 
Termohon Kasasi I yang menyatakan bahwa Fikri Assegaf 
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sebagai Direktur Umum PT. Hulontalo Fajar Timur 
(Termohon Kasasi II) dahulunya (Pemohon I), pada tanggal 
16 Maret 2004 tercatat sebagai Wakil Direktur PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri (Termohon Kasasi I), karena hal  ini 
membuktikan bahwa ada indikasi hubungan langsung 
maupun tidak langsung antara Termohon Kasasi I dengan 
Termohon Kasasi II (dahulunya Pemohon I) secara langsung 
maupun tidak langsung berniat untuk mempailitkan dirinya 
sendiri sehingga akan membebaskan dari kewajiban  
kewajiban pembayaran kepada Pemohon Kasasi maupun 
para Kreditur lainnya, padahal tidak ada satu buktipun yang 
dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I sudah tidak 
mempunyai kemampuan membayar 
2.3.2 Seharusnya Hakim Tingkat Pertama mengkaji dan memper-
timbangkan  jalannya usaha Hotel Quality bahwa dimana 
secara factual sejak Mei 2005 PT. Gorontalo Wisata Mandiri 
(Pemilik Hotel Quality Gorontalo) (Termohon Kasasi I) masih 
menjalankan usahanya dengan baik, terbukti sampai dengan 
sekarang Hotel Quality yang dikelola oleh Termohon Kasasi I 
masih dapat melayani pelanggaran domestik dan 
internasional keuangan kepada Pembayaran para dan 
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memberikan pemasukan Termohon Kasasi I dari hasil 
pelanggannya, karena hal ini membuktikan bahwa Termohon 
Kasasi I sampai dengan saat ini "masih mempunyai 
kemampuan membayar" 
2.3.3. Seharusnya Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan 
adanya faktual bahwa secara de facto PT Gorontalo Wisata 
Mandiri (Pemilik Hotel Quality) dalam menjalankan 
operasinya hotel quality didukung oleh kurang lebih sebanyak 
100 (seratus) orang karyawan, yang secara nyata 
keberadaan Hotel Quality tersebut memberikan konstribusi 
yang sangat besar untuk menopang kehidupan atas hidup 
dan harkat martabatnya 100 (seratus) orang karyawan, akan 
dihentikan hidupnya dengan kepailitan Termohon Kasasi I  ; 
2.3.4. Seharusnya Hakim Tingkat Pertama mengkaji dan memper-
timbangkan bahwa Termohon Kasasi III, dapat memposisikan 
sebagai Kreditur, sedangkan berdasarkan faktanya 
Termohon Kasasi mempunyai dan tidak menunjukkan surat 
perjanjian  pemborongan (kontrak) No.025/KTR-GWM/I/2001 
tanggal 12 Januari 2004. Yang dijadikan dasar dan  bukti 
oleh Termohon Kasasi Ill untuk mengajukan tagihan serta 
mempailitkan Termohon Kasasi I ;  
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3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan fatal yang 
menyebabkan kerugian Pemohon Kasasi, karena dengan adanya 
putusan pailit tersebut malahan menyebabkan Pemohon Kasasi selaku 
perusahaan Negara tidak dapat memperoleh pelunasan pembayaran, 
karena hanya mendapatkan pembayaran secara pari pasu dengan 
kreditur-kreditur konkuren lainnya (itupun belum ada kepastian), padahal 
Termohon Kasasi I mempunyai kemampuan untuk melanjutkan usahanya 
dan membayar lunas kepada kreditur ; 
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut diatas telah didukung dengan 
berbagai doktrin dan ketentuan hukum yang berlaku dan membuktikan 
bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama adalah keliru, karena didasarkan 
atas rekayasa yang dibuat oleh Para Pemohon Pailit dan Termohon 
Kasasi I dengan tujuan memakai Pengadilan Niaga untuk melarikan diri 
dari tanggung jawab untuk membayar utang kepada Pemohon Kasasi 
dan kreditur lainnya ; 
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis 
Hakim Tingkat Kasasi untuk menolak permohonan pailit yang diajukan 
oleh Para Pemohon Pailit dengan tujuan agar perkara ini tidak menjadi 
preseden buruk yang dapat digunakan oleh debitur nakal untuk 
menggunakan media Pengadilan Niaga sebagai alat untuk 
menghindari kewajiban membayar utang ; 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut 
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Mahkamah Agung berpendapat :  
Menimbang, Pemohon Kasasi II PT. Adhi Karya (Persero) TBK 
adalah kreditur dari Termohon Pailit, namun tidak merupakan pihak 
sejak dalam gugatan awal di Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Makassar, lagi pula dalam hal ini antara Para Pemohon dan 
Termohon sudah ada perdamaian ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 
bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. Adhi Karya 
(Persero) TBK tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu 
permohonan kasasi tersebut harus ditolak :  
Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi 
Pemohon Kasasi I sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung 
berpendapat bahwa berdasarkan disposisi Ketua Muda Perdata 
Khusus tertanggal 5 Mei 2011, maka adanya putusan Homologasi 
tertanggal 18 April 2011 yang merupakan pengesahan atas Perjanjian 
Perdamaian antara Debitur/Pemohon Kasasi dengan Para 
Kreditur/Termohon Kasasi dan disaksikan/disetujui oleh Kurator dan 
Hakim Pengawas dan dengan mengacu pada Pasal 268, Pasal 281, 
Pasal 284, Pasal 285 ayat (1) Pasal 286, Pasal 287 Undang-Undang 
No.37 Tahun 2004 ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk 
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Makassar No.02/Pailit/2010/PN.Niaga. Mks. tanggal 
20 Desember 2010 tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri 
perkara ini yang amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan 
dibawah ini ; 
Menimbang, bahwa oleh permohonan kasasi dikabulkan, maka 
Pemohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya 
perkara dalam semua tingkat peradilan ; 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.37 Tahun 
2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 
Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan ; 
 
MENGADILI: 
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 Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ADHI 
KARYA (PERSERO) TBK. tersebut ; 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. 
GORONTALO WISATA MANDIRI tersebut ; 
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Makassar No.02/Pailit/2010/PN.Niaga.Mks. tanggal 20 Desember 2010 ; 
1,?> f:r 
MENGADILI SENDIRI : 
- Menyatakan bahwa perkara kepailitan PT. Gorontalo Wisata Mandiri 
berakhir demi hukum :  
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar 
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat 
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan 
Mahkamah Agung pada hari : RABU, TANGGAL 22 JUNI 2011, oleh 
Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, S.H.,M.A., Hakim Agung yang 
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I 
Made Tara, SH. dan Djafni Djamal, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai 
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan 
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dibantu oleh Hasiamah Distiyawati S.H.M.H Panitera Pengganti, 
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.  
 
 
D. ANALISIS KASUS 
Sebelum kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap 
debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya 
utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar, yang dapat ditagih dan 
debitor memiliki setidak-tidaknya dua kreditor. Hal tersebut secara tegas 
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang 
menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak 
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya 
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. 
 
Apabila dianalisis persyaratan materiil untuk mengajukan kepailitan 
adalah sangat sederhana. Dimana adanya suatu utang akan dibuktikan oleh 
kreditor bahwa debitor mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah 
jatuh tempo ataupun dimungkinkan dalam perjanjiannya untuk ditagih. 
Namun, persoalan yuridis yang muncul mengenai utang dalam proses 
pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang bisa 
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dikategorikan utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK 
tersebut. 
Dalam pasal 1 angka 6 UUKPKPU bahwa yang dimaksud dengan 
utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat 
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun 
mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul 
dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-
undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member 
hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan 
debitor. 
Pengertian Utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-
undang No.4 Tahun 1998 yaitu Undang-undang sebelum berlakunya 
Undang-undang No.37 Tahun 2004, atau tidak memberikan definisi 
mengenai apa yang dimaksud dengan utang. Penjelasan dalam Pasal 1 ayat 
(1) Undang-undang No.4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa utang yang 
tidak dibayar oleh debitor sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini 
adalah utang pokok dan bunganya. Oleh karena itu timbul silang selisih 
mengenai apa yang tercakup dalam pengertian utang, yang nyata tercermin 
dari berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan. 
 
Sedangkan menurut KUHPerdata sebenarnya tidak dikenal adanya 
utang dalam pengertian luas maupun dalam pengertian sempit. Utang adalah 
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utang sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1233 KUHPerdata.  Namun 
dalam praktik dan wacana para ahli berkembang diskursus mengenai 
terminology tersebut.  
 
Dalam 1233 KUHperdata menyebutkan bahwa perikatan itu dapat 
dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. 
Perikatan karena undang-undang diperinci menjadi berasal dari undang-
undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan 
orang, dan yang terakhir ini dibagi lagi yaitu antara perbuatan yang halal 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 1354-1357 KUHperdata dan 
perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHperdata. 
 
Perikatan yang timbul baik karena perjanjian maupun dari undang-
undang tentu akan menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak, 
kewajiban tersebut terdapat pada pasal 1234 KUHPerdata yang 
menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dari kedua pendapat 
yang ada mengenai utang dapat diketahui bahwa dalam penjabaran Pasal 
1233 KUHPerdata merupakan utang dalam arti luas yakni prestasi 
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 
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Pada dasarnya prinsip utang yang dijadikan dasar dalam mengajukan 
kepailitan merupakan utang prestasi yang timbul sebagai akibat perjanjian 
maupun yang timbul sebagai perintah undang-undang serta adanya 
pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk 
mengajukan pailit. Namun apa yang dijabarkan tentang pengertian dari 
prinsip utang dalam pengajuan pailit terkadang memiliki realisasi berbeda 
terhadap tindak nyata dalam peradilan.  
 
Hal ini dapat dilihat dari kasus kepailitan yang menimpa PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri melawan PT. Hulantalo Fajar Timur dimana pada dua 
peradilan yang berbeda yakni Pengadilan Niaga Makassar dan Mahkamah 
Agung RI menafsirkan prinsip utang yang berbeda pula.Dalam hal demikian 
menimbulkan suatu inkonsistensi hukum yang mengakibatkan ketidakpastian 
hukum terutama dalam penjabaran utang.  
 
Dalam penjabaran utang di peradilan,lain halnya bila selama 
kebenaran adanya utang diterima oleh pihak debitor, ini diartikan bahwa fakta 
atau keadaan tersebut telah terbukti secara sederhana. Sebaliknya apabila 
debitor menganggap utang yang dimohonkan oleh kreditor secara hukum 
tidak benar, cacat hukum atau menimbulkan perselisihan mengenai jumlah 
utang sebagaimana dalam perkara kepailitan antara PT.Gorontalo Wisata 
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mandiri melawan PT. Hulantalo Fajar Timur , maka fakta atau keadaan 
demikian dipandang pembuktian secara sederhana. 
 
 Dalam Kasus tersebut, Pengadilan Niaga Makassar telah memvonis 
pailit Perusahaan Negara PT. Gorontalo Wisata Mandiri atas gugatan yang 
diajukan oleh PT. Hulantalo Fajar Timur yang bermula dari surat perjanjian 
pekerjaan No.033/KTR-GWM/VII/2004 serta surat perintah kerja 
No.017/SPK/GWM/VII/2004  pada tanggal 16 juli 2004  dan surat perjanjian 
pemborongan No.034/KTR-GWM/X/04 serta surat perintah kerjanya 
No.019/SPK/GWM/X/04 tertanggal 01 Oktober 2004 (Bukti PP-1 s/d PP-4) 
dan (bukti T3.TV). sedangkan PT. Arga Prasetya Karya Mandiri  atas dasar 
perjanjian pemborongan No.025/KTR-GWM/I/2001 pada tanggal 12 januari 
2004 serta surat peritah kerjanya No.015/SPK/GWM-JKT/I/2004 tanggal 12 
Januari 2004 dan addendum II No.035/KTR-GWM/VI/05 serta surat perintah 
kerjanya No.101/SPK/GWM/VI/2005 tanggal tanggal 08 Juni 2005, adapun 
surat perjanjian pemborongan No.026/KTR-GWM/IX/04 serta surat perintah 
kerjanya No.016/SPK/GWM/IX/04 tertanggal 09 September 2004. Melalui 
perjanjian-perjanjian tersebut kedua perusahaan ditunjuk selaku kontraktor .  
 
PT . Hulantalo Fajar Timur berkewajiban dalam “pengadaan dan 
pemasangan fixture furnitureinterior” gedung Quality Hotel Gorontalo dengan 
biaya sebesar Rp. 4.462.664.000,-serta untuk jenis pekerjaan“arsitek, Interior 
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dan tapak luar gedung” Quality Hotel Gorontalo dengan biaya sebesar 
Rp.7.337.096.000,- . sedangkan PT.Arga Prasetya dalam surat perjanjian 
pemborongan dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan instalasi 
mekanikal dan elektrikal Proyek Quality Hotel Gorontanlo dengan biaya 
sebesar Rp.4.400.000.000,-, namun pada tanggal 8 juni 2005 dalam 
addendum II berdasarkan perubahan surat perjanjian pemborongan 
tertanggal 12 januari 2004 terdapat perubahan biaya yang kemudian menjadi 
Rp.8.222.503.000,- . setelah itu berdasarkan surat perintah kerja tentang 
“tambah kurang dari item kontrak induk”  tertanggal 8 juni 2005 sebesar 
Rp.855.928.810,-. Sedangkan berdasarkan surat pemborongan yang 
tertanggal 9 september 2004 dengan jenis pekerjaan “lift,STP,Deep Weel, 
Sanitary dan Landscape Quality Hotel Gorontalo” dengan biaya sebesar 
Rp.2.996.574.236. maka keseluruhan nilai kontrak sepanjang tahun 2004 
sampai dengan tahun 2005 kepada PT. Hulantalo Fajar Timur sebesar 
Rp.11.799.760.000,- dan terhadap Pt.Arga Prasetya sebesar 
Rp.12.075.006.046. Kemudian selaku pemilik dari Hotel Gorantalo maka  PT. 
Gorontalo Wisata Mandiri berkewajiban melakukan pembayaran kepada 
kedua perusahaan tersebut.  
 
Seluruh pekerjaan berdasarkan kontrak telah diselesaikan oleh kedua 
perusahaan tersebut diatas dalam hal ini PT. Hulantalo Fajar Timur dan 
PT.Arga Prasetya yang dibuktikan berdasarkan berita acara serah terima 
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pertama dan berita acara serah terima kedua (bukti PP-11a,PP-11b,PP-
12a,PP-12b) yang kemudian terdapat beberapa item pekerjaan yang telah 
disepakati karena terdapat keadaan berhenti membayar oleh PT.Gorontalo 
Wisata Mandiri.  
 
Kemudian setelah dilakukan audit oleh BPKP Sulawesi Utara pada 
tanggal 25 april 2009  maka jumlah keseluruhan utang PT.Gorontalo Wisata 
Mandiri tersisa sebesar Rp. 4.372.992.558.24,-  (bukti PP-13, PP-14) dimana 
dengan sisa utang pada PT.Hulantalo Fajar Timur sebesar 
Rp.2.712.210.000,24 dan sisa utang pada PT.Arga Prasetya sebesar 
Rp.1.660.782.558,- .Terhadap sisa kewajiban membayar PT.Gorontalo 
Wisata Mandiri telah berulang kali mengingatkan PT.Gorontalo Wisata 
Mandiri untuk segera melakukan pembayaran terakhir dengan surat 
peringatan yang tertanggal 1 juni 2010, namun PT.Gorontalo Wisata Mandiri  
tetap saja  tidak melakukan pembayaran (bukti PP-16a s/d 16f). 
 
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan  pernyataan pailit 
harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan  yang terbukti secara 
sederhana, bahwa pernyataan untuk dinyatakan  pailit telah terpenuhi. Yang 
dimaksud pembuktian secara sederhana  adalah pembuktian yang lazim 
disebut dengan pembuktian secara sumir. 
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Syarat sumir tersebut terpenuhi bahwa terdapat utang atau  kewajiban 
PT.Gorontalo Wisata Mandiri terhadap PT. Hulantalo Fajar Timur dan PT. 
Arga Prasetya yang telah jatuh tempo  dan dapat ditagih sesuai dengan 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, hal 
ini diperkuat dengan  pengakuan PT.Gorontalo Wisata Mandiri sendiri dalam 
surat tertanggal 23 Maret 2009  yang mengakui adanya kewajiban yang telah 
jatuh tempo namun  belum dibayar dengan alasan masih dalam perhitungan 
karena diduga adanya penggelembungan harga (mark up).  
 
Selain hal tersebut sebagai syarat pengajuan kepailitan PT.Gorontalo 
Wisata Mandiri juga  maka sebagai unsur adanya “dua orang atau lebih 
kreditor” telah terbukti secara sederhana. Akhirnya Pengadilan Niaga 
Makassar mengambil keputusan tanggal 20 Desember 2010 
No.02/Pailit/2010/PN.Niaga Mks. Menyatakan PT.Gorontalo Wisata Mandiri 
pailit dengan segala akibat hukumnya. PT.Gorontalo Wisata Mandiri merasa 
tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Makassar tersebut kemudian 
pihak PT.Gorontalo Wisata Mandiri  mengajukan kasasi. Mereka menilai 
putusan pailit itu salah kaprah dan salah dalam penerapan hukumnya . 
 
Dalam putusan Pengadilan Niaga memutuskan bahwa apa yang 
ditafsirkan sebagai utang dalam perkara tersebut adalah utang dalam 
pengertian luas. Dimana Permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon 
113 
 
kepada termohon tersebut adalah karena adanya utang piutang yang berawal 
dari kontrak pemborongan kerja maka dengan demikian pengadilan niaga 
berwenang dalam pemeriksaannya.  
 
Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang menyatakan 
bahwa Permohonan Pailit yang diajukan pemohon adalah karena adanya 
kewajiban Termohon yang berawal dari surat perjanjian pemborongan kerja 
dimana dalam perjanjian pemborongan tersebut menimbulkan kewajiban 
yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Kata “dapat 
dinyatakan dengan sejumlah uang” menjadikan pengertian utang bermakna 
sangat luas. Dengan demikian bahwa segala bentuk wanprestasi yang dapat 
dinyatakan dengan jumlah uang terhadap satu dari sedikitnya dua kreditor 
dapat dinyatakan pailit. 
 
Kekuatan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga 
diatas karena didasarkan pada rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang 
No.  37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang., yang menyatakan bahwa utang adalah prestasi yang 
kemudian tidak terbayarkan dan dapat dinyatakan dengan sejumlah uang.  
 
Walaupun putusan Pengadilan Niaga telah mengacu pada perundang-
undangan yang ada namun lain halnya pada putusan tingkat Kasasi. Majelis 
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hakim pada tingkat Kasasi tidak memilki pendapat serupa tentang apa yang 
ditafsirkan mengenai pengertian utang. Dalam pertimbangan hukumnya 
bahwa pengertian utang dalam undang-undang Kepailitan seharusnya timbul 
dari hubungan hukum utang piutang yakni utang pokok dan bunganya. Dan 
dalam kasus PT.Gorontalo Wisata mandiri yakni utang akibat yang timbul dari 
suatu pemborongan kerja itu adalah wanprestasi sehingga Majelis Hakim 
Kasasi menganggap bahwa pengadilan Niaga tidak berkompeten dalam 
pemeriksaannya. Dalam hal ini jelas bahwa interpretasi utang yang dimaksud 
disini dalam pengertian sempit dimana yang dimaksud dalam utang itu 
hanyalah utang pokok dan bunganya serta tidak termasuk dalam pemenuhan 
prestasi.  
Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rabu tertanggal  
22 Juni 2011 membatalkan keputusan pailit PT.Gorontalo Wisata Mandiri 
tersebut dengan alasan Pengadilan Niaga Makassar salah dalam 
menerapkan hukum karena sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan secara 
sederhana dalam menafsirkan pengertian utang. 
Kelemahan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dikarena 
apa yang didalilkan pada putusan tersebut tidak mengacu pada pengertian 
utang yang tertera pada Undang-undang No.37 Tahun 2004 (utang dalam 
pandangan luas), melainkan apa yang didalilkan justru mencerminkan 
pengertian utang yang tersirat pada undang-undang lama yang kemudian 
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pada saat ini sudah tidak berlaku lagi yakni Unddang-undang No.4 tahun 
1998 (utang dalam pandangan sempit). 
 
Dalam hal ini penulis lebih sepakat kepada Majelis Hakim Pengadilan 
Niaga Makassar bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 37 
Tahun 2004 maka penerapan fakta hukum tentang utang dalam perkara yang 
diputus seharusnya tidak terdapat lagi perlakuan yang berbeda padahal 
mempunyai subtansi masalah yang sama. Hal ini disebabkan dalam undang-
undang tersebut ruang lingkupnya telah diperluas sesuai dengan kebutuhan 
dan kepentingan pelaku dunia bisnis. 
 
Adapun beberapa poin dalam putusan Kasasi yang menurut penulis 
tidak mempunyai alasan yang kuat yang terungkap dipengadilan: 
1. Poin ketiga pada halaman 12 putusan Mahkamah Agung 
209/K/Pdt/2011 menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi  
antara PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Pemohon Kasasi) dengan 
PT. Hulantalo Fajar Timur  dan PT. Arga Prasetya pemborongan 
kerja (Termohon Kasasi) adalah hubungan hukum Pemborongan 
Kerja (pemberi kerja dan penerima kerja) yang dimana ada 
kekurangan pembayaran sehingga dalam hal ini bukanlah 
merupakan “utang”.   
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Menurut penulis bahwa dalam hal ini jelas bahwa Majelis Hakim 
Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya menafsirkan utang 
dalam pandangan  sempit. Bahwa untuk itu bertentangan dengan 
undang-undang kepailitan yang berlaku sekarang yaitu Undang-
undang No.37 Tahun 2004 tentang UUKPKPU. Dalam undang-
undang tersebut diatur bahwa utang bukan hanya lahir dari 
perjanjian utang piutang yang hanya dapat diukur dari utang pokok 
beserta bunganya, melainkan seluruh pemenuhan prestasi yang 
dapat dinyatakan dengan sejumlah uang. Dalam hal tersebut utang 
yang dimaksud dalam pandangan luas. 
2. Poin keempat pada halaman 12 putusan Mahkamah Agung 
209/K/Pdt/2011  bahwa pengertian “utang”  dalam undang-undang 
kepailitan seharusnya timbul dari hubungan utang piutang yakni 
pengertian utang yang tidak dibayarkan oleh Debitur itu adalah 
“utang pokok dan  bunganya”. Dan dalam kasus atau perkara ini, 
akibat yang timbul dari adanya hubungan hukum Pemborongan 
Kerja diatas adalah wanprestasi.yang tuntutannya seharusnya 
diajukan berupa “Gugatan Perdata” kepada Pengadilan Negeri dan 
bukan kepada Pengadilan Niaga. 
 Menurut penulis bahwa kekurangan pembayaran tersebut adalah 
utang karena dalam hal ini adanya perjanjian dengan dua kreditor 
yang hak menagihnyanya telah jatuh waktu sedangkan 
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wanprestasi dimana perjanjian antara pihak yang satu dengan 
pihak yang lain sehingga hanya terdapat satu pihak yang dirugikan. 
3. Poin 2.3.2 pada halaman 22 putusan Mahkamah Agung 
209/K/Pdt/2011 menyatakan bahwa secara factual sejak Mei 2005 
PT. Gorontalo Wisata Mandiri  (Pemilik Hotel Quality Gorontalo) 
masih menjalankan usahanya dengan baik,Hotel Quality  yang 
dikelola oleh PT. Gorontalo Wisata Mandiri masih melayani 
pelanggan domestik dan internasional. Dikarenakan aset dari 
Termohon Pailit masih beroperasi ma hal ini Termohon Pailit  
masih mempunyai kemampuan untuk membayar sehingga harus 
dipertimbangkan sebelum putusan pailit dijatuhkan.  
Menurut penulis, walaupun jelas dalam hal PT. Gorontalo Wisata 
Mandiri mempunyai aset yang masih beroperasi dan 
memungkinkan memperoleh laba namun pada saat utang kepada 
PT. Hulantalo dan PT. Arga Prasetya jatuh tempo, tidak ada itikad 
baik yang ditunjukkan oleh Termohon untuk memenuhi utangnya 
yang telah jatuh waktu penagihannya. Hal ini dilihat dari bukti PP-
16a – PP-16d dimana para pemohon telah berulang kali 
mengirimkan surat peringatan kepada termohon agar segera 
menyelesaikan utangnya. 
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Menurut bapak Resha Agriansyah, S.H., M.H., yang merupakan 
seorang kurator pada PT. Nincec Multi Dimensi bahwa dalam perkara 
tersebut PT. Gorontalo memiliki kewajiban  kepada kedua kontraktornya, 
maka disitu terdapat unsur utang yang dapat jatuh tempo dan dapat ditagih 
sehingga dapat dimohonkan pailit. Dalam hal ini keliru jika pemborongan 
kerja bukan termasuk utang, karena jelas didalamnya ada utang yang dapat 
dinyatakan dengan sejumlah uang. 
 
Dari beberapa poin diatas seharusnya bila dikaji lebih lanjut, 
perbedaan semacam ini tidak lagi terjadi setelah berlakunya Undang-undang 
No.37 tahun 2004 tentang Undang-undang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan salah satu pondasi sarana 
hukum dalam kepailitan. Pengertian utang secara ekspresif verbis telah 
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.37 tahun 2004 
UUKPKPU yang menunjukkan utang timbul baik melalui perjanjian maupun 
berdasarkan undang-undang. Dalam hal praktik peradilan tidak seharusnya 
terjadi perbedaan putusan pengadilan menyangkut pengertian utang. 
Perbedaan putusan tersebut jelas menunjukkan inkonsistensi dalam 
penerapan fakta hukum tentang utang dalam perkara yang diajukan di 
pengadilan. 
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Kemudian dalam hal pembatalan tersebut Mahkamah Agung 
menganggap bahwa hubungan hukum yang ada dalam kontrak 
pemborongan kerja bukanlah hubungan antara kreditor dan debitor, serta 
Apabila yang kemudian menjadi pertimbangan hakim kasasi dalam 
membatalkan kepailitan pada PT. Gorontalo Wisata Mandiri adalah taraf 
solven dari termohon pailit maka salah satu syarat yang ditentukan dalam 
Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU agar debitor dapat dimohonkan pailit adalah 
selain debitor memiliki dua atau lebih kreditor juga cukup apabila satu utang 
kepada salah satu kreditornya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal 
ini sama sekali tidak dipersyaratkan bahwa debitor telah dalam keadaan 
insolven. Tegasnya, permohonan pernyataan pailit dapat saja diajukan 
terhadap perusahaan yang masih solven.  
Menurut penulis, Dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak 
dipersyaratkan bahwa debitor telah tidak “tidak mampu” dan “telah berada 
dalam keadaan berhenti membayar” artinya berhenti membayar utang-
utangnya.dalam rumusan pasal ini hanya menyebutkan “debitor tidak 
membayar salah satu utang”. Tidak mampu membayar utang-utangnya tidak 
selalu mengakibatkan “debitor berhenti membayar utang-utangnya” misalkan 
saja debitor membayar utang-utangnya dari sumber utang yang baru dalam 
artian gali lubang tutup lubang. Sebaliknya dalam hal “debiotr berhenti 
membayar utang-utangnya” dimungkinkan bukan karena “ketidakmampuan 
dalam membayar utang” tetapi karena “tidak mau membayar utang-
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utangnya”. Seharusnya perlu dibedakan kemauan melunasi utang dan  atau 
kemampuan melunasi utang. 
Seorang debitor berada dalam keadaan insolven bila debitor tidak 
mampu secara financial membayar sebagian besar utang-utangnya. Seorang 
debitor tidak dapat dikatakan insolven bila hanya kepada satu kreditor saja 
debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor lain  
tetap melakukan pelunasan utang. dalam hal ini debitor belum tentu dalam 
keadaan tidak mampu, tetapi mungkin saja dalam keadaan tidak mau 
melunasi utang karena alasan tertentu. Pada perkara PT.Gorontalo wisata 
Mandiri, termohon pailit sekedar tidak mau melunasi utang-utangnya bukan 
dikarenakan berada dalam keadaan insolven. Termohon pailit menganggap 
bahwa telah terjadi mark up (penggelembungan harga) tentang berapa 
jumlah utang yang harus dibayarkan kepada pemohon pailit. Namun menurut 
penulis,  perlu diperhatikan pula, bahwa setelah termohon pailit menduga 
terjadi mark up maka ditunjuklah tim audit BPKP Sulawesi Utara untuk 
mengaudit kembali utang-utang termohon pailit dan setelah ditemukan jumlah 
yang jelas  mengenai utang termohon pailit kepada kreditornya tetap saja 
termohon pailit tidak melakukan pelunasan sedikitpun. Dari berbagai somasi 
yang dilayangkan tidak terdapat tanggapan dari termohon pailit. Maka dalam 
hal ini penulis menganggap bahwa termohon pailit tidak memiliki itikad baik 
dengan tidak mau melunasi utang-utangnya. Dipandang dari segi kepailitan 
bila debitor beritikad baik maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 
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dapat membantah dengan memohon perdamaian ataupun PKPU. Namun 
dalam hal ini termohon pailit tidak melakukan respon atas somasi yang 
diberikan selama jangka waktu tersebut. 
Dari uraian pendapat penulis diatas, hal senada pula dikemukakan 
oleh bapak Resha Agriansyah yang merupakan seorang kurator pada PT. 
Nincec Multi Dimensi bahwa untuk mempailitkan suatu perusahaan harus 
memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu debitor memiliki dua atau 
lebih kreditor juga cukup apabila satu utang kepada salah satu kreditornya 
telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka pengadilan dapat memutuskan 
pailit suatu perusahaan. Dalam hal ini belum ada definisi insolvensi 
melainkan hanya kata tidak membayar lunas satu utang kreditor-kreditornya. 
Kemudian dalam proses pailit terdapat rapat pencocokan utang, apabila 
dalam rapat pencocokan tersebut tidak ada perdamaian ataupun perdamaian 
tidak disetujui maka secara hukum perusahaan dalam keadaan insolvensi 
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 178 UUK-PKPU4246. Jadi 
insolvensi ada ketika rapat pencocokan piutang bukan syarat untuk 
memutuskan perusahaan pailit atau tidak. Pailitnya suatu perusahaan 
trgantung pada ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU. 
 
                                                             
42 Pasal 178 UUKPKPU bahwa “jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana 
perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian 
ditolak berdasarkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit 
berada dalam keadaan insolvensi”. 
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Dalam hal  pertimbangan lain dari Majelis Kasasi mengenai  implikasi 
sosial yang terjadi bila kepailitan dijatuhkan, penulis setuju untuk hal tersebut 
yang merupakan pemikiran yang jauh lebih luas tentang dampak yang 
kemudian akan ditimbulkan bila terjadi kepailitan namun yang perlu diingat 
bahwa walaupun demikian permohonan kepailitan sudah memiliki aturan-
aturan dasar yang dijadikan tolak ukur pertama dalam penjatuhan pailit diluar 
dari penemuan-penemuan hakim yang memutus perkara. 
 
Jadi putusan Mahkamah Agung No. 209 K/Pdt/2011 tentang 
PT.Gorontalo Wisata Mandiri keliru mengenai  :   
1. Menafsirkan Utang (Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU).  
Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU yang menyebutkan bahwa 
permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat 
fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa 
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 
ayat (1) telah terpenuhi. Sedangkan dalam kasus PT. Gorontalo 
Wisata Mandiri tersebut  utang masih dalam persengketaan atau 
konflik jadi tidak dapat dibuktikan secara sederhana seperti yang 
sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, 
dimana dalam kasus tersebut sebagian dari tagihan yang diajukan 
termohon kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih.  Namun apa 
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yang disebutkan dalam putusan kasasi kemudian menafsirkan 
pengertian utang secara sempit dimana bahwa utang hanyalah 
timbul dari suatu hubugan hukum utang-piutang, dalam hal ini tentu 
tidak sesuai dengan undang-undang No.37 tahun 2004 tentang 
UUKPKPU sebagaimana pengertian utang yang tertera dalam 
pasal 1  ayat (6). 
2. Dalam hal solven maka didalam ketentuan undang-undang 
kepailitan yakni Pasal 2 ayat (1), tidak dipersyaratkan bahwa 
debitor harus berada dalam keadaan benar-benar tidak mampu 
membayar namun yang dinyatakan dalam undang-undang 
kepailitan hanyalah tidak membayar sedikitnya satu utang yang 
telah jatuh tempo sehingga dalam hal ini dapat saja menimbulkan 
berbagai penafsiran hukum karena jelas dimungkinkan perusahaan 
yang masih solven untuk dimohonkan pailit. Bagi perusahaan yang 
masih memiliki prospek usaha yang baik  dimungkinkan dalam 
kurun waktu 60 (enam puluh) hari dalam undang-undang kepailitan 
untuk melakukan perdamaian ataupun meminta PKPU (debitor 
yang beritikad baik) agar jelas debitor yang benar dalam keadaan 
tidak mampu atau sekedar tidak mau melunasi utang-utangnya 
 
 
124 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 
1. Pengertian Utang dalam UUKPKPU telah diberi pengertian secara 
jelas dan luas, yaitu utang tersebut tidak hanya berupa kewajiban yang 
timbul dari perjanjian, melainkan juga kewajiban-kewajiban lain yang 
menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak 
berbuat sesuatu. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut tidak 
sesuai dengan UUK PKPU dimana definisi utang menurut 
yurisprudensi tersebut diartikan secara sempit dan bertolak dari 
penerapan undang-undang No.37 tahun 2004 tentang UUKPKU 
sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (6) . 
2. Mahkamah agung keliru dalam menerapkan prinsip utang dalam 
peradilan. Pada undang-undang yang berlaku yakni Undang-undang 
No.37 tahun 2004 tentang Undang-undang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang. Interpretasi utang dalam undang-
undang tersebut memberikan penjabaran utang dalam arti luas yakni 
semua pemenuhan prestasi dan bukan hanya timbul dari perjanjian 
utang piutang saja. Dimana penafsiran utang dalam pasal 1 angka (6) 
dan  persyaratan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat 
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ditagih sesuai Pasal 2 ayat (1) dipertimbangkan dan diinterpretasikan 
secara tidak tepat. 
 
B. Saran 
1. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap peraturan kepailitan 
terutama mengenai pengertian utang itu sendiri yang dijadikan 
dasar sebagai permohonan pailit. Mungkin cakupan dari utang itu 
sendiri diberi cakupan yang tidak terlalu meluas atau menyebutkan 
secara tegas poin poin seperti apa yang dikatakan utang sehingga 
tidak ada penafsiran berbeda mengenai hal tersebut. 
2. Mungkin selain utang yang dijadikan dasar sebaiknya ada hal –hal 
lain yang seharusnya dibuatkan penjelasan lebih tegas dalam 
pengaturan kepailitan, misalnya tentang berapa besar jumlah utang 
yang tidak terbayarkan sehingga dapat diajukan kepailitan. 
Contohnya saja lebih dari 50% dari keseluruhan utang debitor 
ataupun menentukan minimum presentase jumlah utang debitor 
terhadap kreditor-kreditornya sehingga baik mahkamah agung 
maupun tingkat peradilan lainnya memiliki putusan yang sama 
dalam memutus perkara kepailitan. Dengan tidak ditentukannya 
minimum presentase jumlah utang sebagai syarat pengajuan 
kepailitan, maka apabila debitor memiliki tagihan hanya sebesar 
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap debitor yang memiliki 
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keseluruhan utang kepada kreditor lain sebesar Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dapat mengajukan 
permohoan pailit kepengadilan. Contoh ini hanya dibuat ekstrim 
agar lebih diresapi makna dari tiadanya ketentuan jumlah utang 
tersebut. 
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